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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengungkap dan 
mengonfirmasi mengenai transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran 
dan Akuntabilitas pengelolaan  keuangan desa di Desa Bana. penelitian ini 
berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Muraqabah Islam pada 
pengelolaan keuangan di desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, 
sebagai upaya pencapaian Good Village Governance  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
Interpretif Fenomenologi. Sumber data penelitian ini diperoleh  dari sumber data 
sekunder dan sumber data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
metode indepth interview (wawancara mendalam), observasi, studi dokumentasi, 
perekaman dan studi pustaka. Metode analisis data dilakukan dengan 
menggunakan uji kredibilitas seperti analisis triangulasi, uji dependabilitas seperti 
analisis konsistensi, dan penarikan kesimpulan akhir. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa 
berdasarkan prinsip Good Village Governance, dilihat pada tahap perencanaannya 
secara partisipatif (belum efektif), hanya melibatkan sebagian komponen 
masyarakat dalam Musrembangdes. Tahap pelaksaan, prinsip transparansi telah 
dilakukan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya pajangan spanduk 
transparansi di setiap sudut desa. Prinsip tertib dan disiplin anggaran telah 
diterapakan dengan baik secara ekonomis dan efisien. Pelaporan, prinsip 
akuntabilitas belum diterapkan sebagaimana seharusnya, secara administrasi telah 
dilakukan tepat waktu, namun pertanggungjawabannya terhadap masyarakat 
belum memberikan hasil yang maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Belum memberikan kinerja yang baik, yang 
dibuktikan dengan penyalahgunaan fungsi dan tanggungjawab BPD yang terlibat 
menangani proyek pembangunan. Selanjutnya untuk menumbuhkan self control 
dan  jati diri aparatur Desa agar selalu merasa dalam pengawasan ALLAH SWT 
sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya, 












A. Latar Belakang 
Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya memberikan ruang bagi 
masyarakat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Pengelolaan 
anggaran desa memerlukan aturan yang membatasi perilaku menyimpang yang 
ada pada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang direncanakan, 
dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa, 
ADD ditujukan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa dalam 
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia guna 
meningkatkan  perekonomian masyarakat pedesaan (Hehamahua, 2015) Guna 
mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa sering dihubungkan dengan efisiensi 
dalam pencapaian tujuan organisasi desa (Yulita, 2016).  
Kasus korupsi terkait alokasi dana desa terjadi di Desa Batugulung, 
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Profinsi Sulawesi selatan. Dengan 
melakukan penyelewengan anggaran proyek untuk kepentingan pribadi termasuk 
membeli dua mobil pribadi (Bugma, 2019). Kepala desa mattirowalie, Kabupaten 
Bone, Profinsi Sulawesi selatan juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi 
pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 
(Justang Muhammad, 2019). Kasus tersebut memberi tunjukan bahwa lemahnya 
pengawasan dan partisipasi peran pendamping desa dan  kurangnya  kesadaran 





Pengawasan dan kesadaran aparaut desa menjadi titik kritis tata kelola 
keuangan pada pengelolaan keuangan desa saat ini. Bentuk akuntabilitas 
pengelolaan keuangan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh para pengelola 
ADD dan tentunya masyarakat desa dapat menggambarkan bagaimana kapasitas 
dari pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
desa (Ramli, 2017).  
Pemerintah desa seharusnya menyelenggarakan dan mensosialisasikan 
kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang menunjang pembangunan desa. 
Salah satu penyebab ketidaktahuan masyarakat terkait tata kelola pedesaan yang 
pada sejatinya kesejahteraan masyarakat sebagai satu-satunya tujuan pencapaian 
tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hal tersebut disebabkan karena tidak 
adanya sosialisasi mengenai ADD kepada masyarakat desa terhadap program desa 
dapat berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat dan gotong 
royong dalam proses kegiatan pembangunan. Kurangnya tingkat partisipasi 
masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah desa dan kurangnya 
transparansi dalam pembuatan rincian penggunaan dana desa mengakibatkan 
banyaknya penyalahgunaan realisasi dana desa(Riyanto, 2015).  
Kepala desa merupakan pedoman dan panutan langsung bagi jajarannya 
untuk melakukan tindakan yang sama, Kepala desa mempunyai wewenang yang 
besar untuk mengatur rakyatnya. Perangkat desa, di samping menjalankan urusan 
pemerintahan dan pembangunan desa, kepala desa juga mempunyai kewajiban 





ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pembinaan dan mengembangkan 
semangat gotong royong masyarakat (Hariyati, 2015).  
Desa merupakan wilayah paling ujung suatu bangsa namun merupakan 
entitas terdepan dalam proses pembangunan bangsa dan Negara, hal ini menjadi 
alasan sebuah desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan 
pelayanan publik sebagai memfasilitasi pemenuhan hak-hak rakyat lokal (Nafidah 
dan Suryaningtyas, 2015). Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan 
kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna 
serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan tingkat 
kemajuan pembangunan. 
Aparatur desa dan kepala desa sebagai penanggungjawab dalam sebuah 
pemerintahan desa dengan menggunakan sistem pemerintahan yang bersifat turun 
temurun sehingga rentan terhadap pemusatan kekuasaan pada salah satu pihak 
yang memicu penyalahgunaan wewenang (Lestari et al.,2014). Anggota BPD 
adalah wakil dari masyarakat desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan 
wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah  No. 72 Tahun 2005, BPD berfungsi menetapkan peraturan 
desa bersama kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
BPD juga melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dengan harapan adanya 
fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa akan 
menjadikan kepala desa lebih bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang 





Pasal 54 ayat (1) UUD Nomor 6 tahun 2014, bahwa musyawarah desa 
merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan 
tokoh masyarakat setempat. Desa memusyawarhakan hal yang bersifat strategis 
dalam penyelenggaraan pembangunan  pemerintah desa (Umami dan Nurodin, 
2017). Keberadaan undang-undang No. 6  Tahun 2014 tentang desa yang 
mengamanatkan dana desa yang relatif besar mengakibatkan Pemerintah Desa, 
sebagai suatu entitas memiliki potensi menjadi entitas yang mandiri (self 
governing community) (Junaidi, 2015).  
Pro kontra dan kekhawatiran terhadap Undang-undang No. 6 Tahun 2014, 
menjadi permasalahan para aparatur desa yang berurusan dengan penegak hukum 
karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya dalam pengelolaaan dana desa 
(Ismail et al., 2016). Permasalahan lain yang timbul adalah sebagian besar di 
pemerintahan desa saat ini menunjukkan  masih lemahnya  kompetensi sumber 
daya manusia yang berimbas pada kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan 
Negara dan masyarakat.  
Husin (2015) mengungkapkan bahwa, masih banyaknya aparat desa yang 
tidak bisa mencatat dan melaporkan penggunaan anggaran desa karena 
pemahaman yang terbatas pada formulir yang disediakan. Kelemahan tersebut, 
menunjukkan betapa pentingnya pelatihan terkait akuntansi desa sehingga pada 
saat menjalankan tanggung jawab yang dalam hal ini pengelolaan dana desa 
dengan dana yang lumayan besar, tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan baik 





dipertanggungjawabkan sehingga tidak adanya unsur yang dirugikan terutama 
masyarakat.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan 
bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang 
terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya (Indrianasari, 2017). 
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya pembangunan bersumber 
dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, guna mendukung 
keterbukaan informasi secara jelas kepada masyarakat (Irma, 2014). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa keterbukaan demi penyampaian informasi terkait keuangan 
desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai bentuk 
kepuasan dalam menambah kepercayaan masyarakat akan kemampuan kepala dan 
perangkat desa dalam mengelola keuangan desa yang baik. 
Masyarakat ingin mengetahui pengelolaan dana desa merupakan hak yang 
mutlak dan tidak ada batasan, sebagaimana dipaparkan dalam peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa 
menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa 
tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas yang transparan, akuntabilitas, 
partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran (Umami dan 





memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi 
tentang kebijakan, proses pelaksanaannya dan hasil-hasil yang dicapai (Astuti dan 
Yulianto, 2016).  
Transparansi adalah prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya 
tentang keuangan desa, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang jelas dan benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan pembangunan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Indrianasari, 2017). Dengan membuka informasi 
yang transparan dapat memberikan kepuasan tersendiri terhadap masyarakat 
terkait alokasi dana desa, sehingga masyarakat berinisiatif berpartisipasi dalam 
memantau dan memberikan saran tentang pengelolaan dana desa yang seharusnya 
dialokasikan dengan wadah yang semestinya. 
Alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak lepas dari 
pengelolaan alokasi keuangan dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah, semua 
kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan di 
evaluasi secara terbuka serta  melibatkan masyarakat desa (Hehamahua, 2015). 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu sumber keuangan 
daerah, hal ini disebabkan karena pengelolaan ADD yang bertanggungjawab, 
dapat meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik 
yang baik sehingga memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat desa 





Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD ini dimaksudkan sebagai upaya 
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), tingkat 
akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana desa, 
sebagai ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang 
pelaksanaan ADD. Ketentuan tersebut dikatakan bahwa pengelolaan ADD harus 
dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti 
dituangkan dalam peraturan desa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya 
komitmen dari para stakeholder atau pengambil keputusan bahwa pengelolaan 
keuangan desa harus memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan desa yang 
baik(Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).  
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terhadap masyarakat 
yakni dalam bentuk fisik dan juga musyawarah dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan ADD yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari masyarakat 
(Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Pemerintah desa sebagai salah satu unsur 
pelaku desa yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kesejahteraan 
masyarakat, keberhasilan suatu desa tentunya tidak terlepas dari adanya kerja 
sama antara perangkat desa dan masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa 
memiliki peran berhadapan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar 
kepentingan dan kebutuhan. Pemerintah desa harus mampu memanfaatkan 
sumber daya manusia perangkat desanya dalam hal pengelolaan keuangan desa 
khususnya mengenai perencanaan, penggunaan, pelaporan, dan 





Pemerintahan desa yang baik, bersih, berhasil, berdaya guna serta 
bertanggung jawab, hanya dapat terwujud dengan adanya pengawasan terhadap 
aparatur desa oleh Badan permusyawaratan rakyat (BPD). Namun hal tersebut 
belum efektif jika tidak dilandasi dengan kesadaran etis oleh para aparatur desa itu 
sendiri. Hadirnya konsep muraqabah sebagai alternatif dalam upaya mengawasi 
jalannya tata kelola keuangan desa dengan menghadirkan pengawasan ilahi robbi 
dalam setiap perilakunya.  Muraqabah  merupakan adanya keyakinan seseorang 
yang kuat akan adanya pantauan Allah Subhanahu wa ta‟ala terhadap segala 
gerak-geriknya. Kesadaran itu lahir dari keimanan seorang hamba bahwa Allah 
Subhanahu wa ta‟ala dengan sifatnya yaitu: „ilmu, bashar dan sama‟ (mengetahui, 
melihat dan mendengar) mengetahui apa saja yang dia lakukan kapanpun dan 
dimana saja (Yasir, 2014). Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta‟ala:  
ُُۥ۞وَِعيَدهُُ ُُٱلَۡغۡيبَُِنَفاحُِح ُِِف َُنا َُوَيۡعلَُم َۚ ََ ٌُ ُ
ُإَِلا ٓ ا ٍَ َُيۡعلَُه ََُِل َوَناُُٱۡۡلَۡدرِ ُوَُُٱلَۡبّ
اَُوََلَُختاثُِِٖفُُظلَُمَِٰجُ ٍَ َُيۡعلَُه ۡرِضُتَۡسُقُطُِنوَُوَرقٍَثُإَِلا
َ
َوََلَُرۡظٖبَُوََلُيَابٍِسُُٱۡۡل
تنِٖيُ ُِِفُلَِتَٰٖبُنُّ   ٥٩ُإَِلا
Terjemahnya:  
“Dan pada sisi Allah Subhanahu wa ta‟ala kunci-kunci semua yang ghaib; 
tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa 
yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur 
melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam 
kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau kering, melainkan 
tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz (QS Al-An'am, 06: 59). 
 
Sasaran utama pembangunan Negara saat ini adalah membangun Indonesia 
dari pedesaan, yang dalam hal ini aparatur desa sebagai pemegang tanggung 





governance. Hal ini dikarenakan masih lemahnya kompetensi sumber daya yang 
dimiliki para aparatur desa dan masih lemahnya pengawasan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan masih minimnya kesadaran etis para aparatur 
desa dalam menunaikan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu 
berdasarkan latar belakang masalah, penulis menganggap perlu melakukan 
penelitian tentang  Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan 
mengimplementasikan prinsip-prinsip Good village governance dalam bingkai 
Muraqabah dalam Islam. Sehingga penulis berniat melakukan penelitian dengan 
judul: Perwujudan Good Village Governance:  Perspektif Muraqabah Dalam 
Islam (Studi Pada: Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti menemukan 
permasalahan terkait tata kelola keuangan desa  yang menunjukkan kurangnya 
partisipasi masyarakat untuk terlibat mengawasi jalannya tata kelola keuangan 
desa, kurangnya kesadaran etis yang dimiliki aparatur desa dan kompetensi 
aparatur desa yang belum memadai, sehingga berimbas pada kinerja yang tidak 
memegang teguh prinsip akuntansi yang transparan, disiplin anggaran partisipatif 
dan dapat bertanggungjawab yang berujung pada  Penyelewengan jabatan, 
nepotisme dan tindak kecurangan lainnya. Penelitian ini merekontruksi makna 
Ketaatan, Kejujuran dan Kebaikan dalam bingkai Muraqabah Islam. Berdasarkan 
uraian tersebut, adapun rumusan masalah sebagai berikut: 





2. Bagaimana Konsep Muraqabah membingkai pengelolaan keuangan Desa 
dengan Nilai Ketaatan, Nilai Kejujuran dan Nilai Kebaikan sebagai upaya 
pencapaian Good Village Governance di Desa Bana ? 
 
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan 
Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan Disiplin anggaran yang 
merupakan indikator penting dalam keberlangsungan operasi dalam pengelolaan 
keuangan desa dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 
tentang pengelolaan keuangan Desa. 
Dipilihnya Desa Bana, kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi 
selatan sebagai objek penelitian sebagaimana, melihat kondisi pengelolaan 
keuangan desa yang masih memiliki beberapa keterbatasan khususnya pada 
organisasi pemerintahan yang belum menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan 
desa secara efektif pada proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan 
pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa. 
Sehingga berimbas pada kinerja yang tidak optimal, dan menyimpan dari regulasi 
yang ada. 
Penelitian ini Bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara 
melihat, memahami pendapat, sikap, dan tanggapan para pengelola desa melalui 
wawancara mendalam untuk mengetahui kedalaman informasi. Tanggapan, 





peneliti juga melakukan observasi dan menelaah data dokumenter yang 
berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 
Demi menunjang fokus penelitian ini peneliti menggunakan Konsep 
Muraqabah  Islam  yang dikolaborasikan dengan Theory pelaned bheavour 
sebagai upaya membangun pengelola desa yang memegang teguh asas keuangan 
desa guna mewujudkan dana desa yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat 
jumlah serta dikelola dengan efektif, efisien dan ekonomis, diharapkan 
kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi 
masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraannya. Sebagai indikator 
tercapainya pemerintahan desa yang baik. 
    Tabel 1.1 
Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian 
Fokus Deskripsi Fokus Penelitian 
Good Village Governance 1. Transparansi 
2. Akuntabilitas 
3. Partisipatif 
4. Tertib dan Disiplin Anggaran 
Konsep Muraqabah Dalam 
Islam 
1. Nilai Ketaatan 
2. Nilai Kejujuran 
3. Nilai Ihsan 
Sumber: Data diolah 2020 
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Sumber: Data Diolah (2020) 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan desa di Desa Bana. 
2. Untuk mengetahui Konsep Muraqabah membingkai pengelolaan keuangan 
Desa dengan Nilai Ketaatan, Nilai Kejujuran dan Nilai Kebaikan sebagai 






F. Manfaat Penelitian 
Sebuah penelitian tentu mengandung manfaat yang menjadi refleksi dari 
tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka manfaat diuraikan sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada 
pemerintah desa beserta perangkat-perangkatnya terkait tata kelola 
pemerintahan desa yang baik, dengan memetik nilai-nilai kejujuran dan 
pengawasan pada diteperapkannya konsep muraqabah,  hal ini sesuai dengan 
penerapan Theory of Planned (TPB). Teori tersebut diperkenalkan sebagai 
teori perilaku terencana yang dikemukan oleh,  Ajzen dan Fishbein pada tahun 
1975. Teori perilaku ini sebagai jalan kesadaran pemerintah desa sebagai 
penanggung jawab memiliki amanah yang harus dijalankan dengan baik. 
Selain pertanggung jawaban kepada masyarakat  aparatur desa juga harus 
mempertanggungjawabkan amanah yang di embannya kepada masyarakat 
pada umumnya dan tanggung jawab atas tingkah laku baik buruknya terhadap 
Allah Subhanahu wata‟ala. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penggerak pemerintah desa 
untuk lebih bertanggung jawab menjalankan tugasnya dalam pengelolaan dan 
pelaporan dana desa kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Dengan 
memberikan pemahaman tentang prinsip tata kelola pemerintahan desa yang 





Dilihat melalui sudut pandang islam tentang kesadaran akan pengawasan yang 
tak luput dari pantauan ilahi robbi memberikan kesadaran akan nilai-nilai 
kejujuran  dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan desa sehingga 
prinsip akuntabilitas dan transparansi yang akuntabilitas dapat diterapkan 
dengan baik. 
3. Manfaat Regulasi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi 
pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, dengan terbitnya Peraturan pemerintah 47/2015 ini akan 
semakin  memperkokoh eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, 
merupakan gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial. Penelitian ini 
juga diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya hak 
mutlak untuk mengetahui dan mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan 
desa, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 
2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa keuangan desa 
adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban desa. Keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas 







A. Teori perilaku TPB (Theory of Planned Behaviour) 
Theory of Planned Behaviour adalah peningkatan dari reasoned action 
theory yang digagas oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975. Reasoned action 
theory memiliki bukti-bukti yang ilmiah bahwa niat untuk melaksanakan 
perbuatan tertentu disebabkan oleh dua alasan, yaitu norma subjektif . Kemudian 
pada tahun 1988, Ajzen menambahkan gagasannya bahwa satu faktor yaitu 
kontrol perilaku persepsi individu atau perceived behavioral control. Eksistensi 
faktor tersebut mengubah reasoned action theory menjadi Planned behavior 
theory. Teori ini menjelaskan bahwa niat adalah representasi kognitif untuk 
melakukan tindakan tertentu dan dipandang sebagai anteseden terdekat pada suatu 
perilaku (Andreanto, 2013). Lebih lanjut dikatakan bahwa niat dapat memberikan 
tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Dalam kelanjutan teori 
ini kemudian mencakup tiga hal penting yaitu behavioral beliefs, normative 
beliefs, dan control beliefs (Ajzen, 1991). Ketiga hal tersebut kemudian 
dijabarkan ke dalam tiga determinan. Determinan yang dimaksud adalah 
diantaranya: attitude toward behaviour, subjective norm, dan perceived 
behavioural, dari ketiga determinan tersebut memiliki peranan masing-masing 
terkait dengan perilaku individu. 
 Pertama, Attitude toward behaviour atau sikap terhadap perilaku 
merupakan keyakinan akan hasil dari perilaku yang dipilih dan evaluasi terhadap 





untuk kemudian berfikir tentang apa akibat dari perilaku yang ditetapkan. Sikap 
terhadap perilaku ini dapat dipengaruhi oleh belief dan subjektifitas individu 
dalam melihat akibat yang mungkin terjadi (Wikamorys dan Rochmach, 2017). 
Kedua, subjective norm merupakan pandangan sesesorang terkait apakah 
lingkungan sekitarnya dapat menyetujui atau menolak perilaku yang dipilih 
Terkait dengan subjective form ini. (Cruz et al.,2015) menjelaskan bahwa ada dua 
aspek pokok di dalamnya, yaitu harapan akan keyakinan serta harapan norma 
referensi. Ketiga, perceived behavioural adalah keyakinan individu dalam 
Mengontrol perilaku tertentu serta gambaran tentang kemudahan, maupun 
kesulitan dalam menjalankan perilaku tersebut. Ketiga anteseden ini dapat 
memprediksi niat seseorang yang diasumsikan sebagai dorongan untuk melakukan 
perilaku tertentu. Selain itu, ketiga anteseden tersebut juga dapat mengukur 
seberapa besar intension individu terhadap sebuah perilaku tertentu yang telah 
ditetapkan (Khanifah et al.,2017). 
Theory of planned behaviour (TPB) dipilih untuk kemudian digunakan 
dalam penelitian terkait perwujudan Good Village Governance dalam pengelolaan 
keuangan desa melalui beberapa representasi sebagai berikut: 
1. Anteseden attitude toward behaviour dipandang dapat memprediksi 
indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang 
dilakukan oleh aparatur desa. Contohnya adalah ketika aparatur 
terindikasi melakukan penyimpangan namun tetap bersikap seolah-
olah tak ada penyimpangan yang terjadi. Hal ini menggambarkan 





menyimpang yang mereka lakukan meskipun dilakukan secara sadar 
dan mereka paham dengan konsekuensi perilakunya. 
2. Anteseden subjective norm dianggap mampu menilai terhadap apa 
dampak yang ditimbulkan oleh adanya perilaku menyimpang yang 
dilakukan oleh aparatur desa. Secara umum mereka akan sadar bahwa 
perilaku tersebut yang mereka pilih diketahui tidak akan disetujui oleh 
masyarakat karena melanggar norma objektif. 
3. Anteseden perceived behavioural dianggap dapat merepresentasikan 
apa kemudahan dan kesulitan yang akan timbul dari perilaku 
menyimpang yang dilakukan aparatur desa, baik itu untuk individu 
maupun untuk objektifitas perilaku. Hal ini terkait dengan konsekuensi 
yang akan terjadi, dibalik adanya kemudahan dan kesulitan dalam 
melakukan perilaku tersebut. 
B. Tentang Desa 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah 
diterjemahkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
sebagai hasil dari revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), dengan petunjuk pelaksanaannya telah menjadi payung hukum bagi 
Aparatur desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa: Desa adalah desa 
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 





mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan hak asal usul, prakarsa masyarakat,  dan/atau hak tradisional 
yang dihormati dan diaku dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Wiratna dan Sujarweni 2015). 
C. Keuangan Desa 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang tata kelola 
keuangan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan pemerintah 
desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala 
Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 
APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), 
menetapkan petugas pemungutan penerimaan dan desa, menyetujui pengeluaran 
yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APB Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 
Tahun 2014). Dengan demikian, peran kepala desa tidak bersifat secara teknis di 
mana hal tersebut dilimpahkan kepada strukturalnya. 
Tahun 2005, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang dana desa yang 
disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditandai dengan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang 
memiliki berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam 





Alokasi dana desa tujuannya untuk membiayai  program pemerintahan 
desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan 
desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana 
pembangunan infrastruktur desa. Sasaran dari pemberian ADD, bertujuan 
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa 
yang  partisipatif (Nugrianti dan Zulkarnaini, 2013). 
Berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka 
mendorong pembangunan desa dengan adanya alokasi dana desa yang diharapkan 
terealisasi dengan baik. Regulasi tersebut dibuat sedemikian rupa guna mencapai 
tujuan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran. pengelolaan dana desa juga 
sebagai pedoman agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan 
kepentingan masyarakat dalam pelaksanaannya. Beberapa regulasi tersebut antara 
lain: 
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 
2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 
Tahun 2014.  
3. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta 
PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang 





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa. 
7. Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa 2016.  
8. Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa. 
9. PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait 
pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana 
Desa. 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan 
keuangan Desa. 
Berbagai regulasi yang telah dibuat sedemikian lengkap merupakan wujud 
nyata keinginan pemerintah untuk mengawal pengelolaan dana desa agar sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. Selain berbagai regulasi yang telah ditetapkan, 
dana desa memiliki beberapa prinsip prioritas utama yang harus senantiasa 
dipegang teguh oleh aparatur desa selaku pengelola desa. Sebagaimana telah 
disebutkan di dalam PP No. 60 Tahun 2014 pasal 19 bahwa dana desa harus 
diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (DJPPMD, 
2015).  
D. Pemerintahan yang Baik (Goood Governance) 
 Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu 
kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Good Governance sebagai paradigma yang dapat 





satu sama lain yaitu: negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk 
merubah pola pelayanan yang dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis agar 
masyarakat dan swasta dapat memberi kepercayaannya (Nawawi, 2011). 
Good governance memerlukan adanya pembangunan berkelanjutan yang 
merupakan konsep multi dimensi dengan tujuan keberlanjutan ekologi, sosial-
ekonomi dan politik dan budaya. Jadi, itu mengharuskan semua upaya individu 
dengan kolektif serta semua tingkat upaya pemerintah untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar untuk perbaikan kehidupan dan keberlanjutan. Good Governance 
merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 
berkekeluargaan dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan 
pasar yang efisien, sehingga good governance berfungsi sebagai penghindaran 
salah alokasi dana investasi dan pencegahan tindak penyimpanan seperi korupsi, 
kolusi baik secara politik maupun secara administrasi. Untuk mencapai good 
governance dalam tata kelola Pemerintahan maka prinsip-prinsip good 
governance harusnya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di 
dalam pemerintahan negara. Sebagaimana prinsip-prinsip tersebut meliputi: 
Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, 
peduli pada konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, 
akuntabilitas, dan visi strategis yang baik (Putra, 2017).  Good governance juga 
dapat di artikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang 
dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya.  
Good governance adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang 





sinergi interaksi yang konstruktif diantara ranahnya (Zeyn, 2011). Perubahan  
Kementerian Dalam Negeri tahun 2016,  dikatakan bahwa Konsep good 
governance di Indonesia umumnya di artikan sebagai pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa. Good governance dianggap sebagai paradigma baru manajemen 
atau administrasi pembangunan yang berperan menempatkan pemerintah sebagai 
agent of change dalam perkembangan masyarakat, terutama di negara 
berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai agent of development, Konsep good 
governance bukanlah merupakan isu baru lagi dalam bidang akuntansi sektor 
publik, akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas tentang topik good 
governance dalam pengelolaan keuangan desa sebagai instansi publik terendah di 
Indonesia (Rustiarini, 2016).  
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tuntutan 
yang harus dipenuhi oleh Negara dalam rangka pencapaian tujuannya yang tepat 
sasaran. Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan bukan lagi 
pemerintah yang banyak memerintah melainkan pemerintah yang sedikit 
memerintah  atau pemerintah yang baik (Amiruddin et al., 2012). Para pejabat 
public sebagai unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki 
kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan pemerintahan. Peningkatan 
kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan 
pemerintah daerah demi mewujudkan tercapainya kepuasan kerja pada 
masyarakat (Azlina dan Amelia 2014).  
Kompleksitas masalah dan implikasi  terhadap pengembangan praktik 





pemerintah dalam pelayanan publik sebagai langkah awal yang sangat strategis. 
Kinerja birokrasi dipilih sebagai langkah awal karena melihat selama ini para 
pejabat birokrasi lebih menempatkan diri sebagai penguasa yang membutuhkan 
pelayanan menjadi penyebab pengembangan orientasi dan tradisi pelayanan 
kepada masyarakat dalam orientasi pemerintah selalu mengalami kesulitan. Upaya 
menjamin pelayanan publik yang seharusnya diwujudkan berdasarkan keberadaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut, menumbuhkan harapan baru untuk 
mendorong terciptanya good governance dalam pelayanan publik (Nubatonis et 
al., 2014). Dalam World Bank ada tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan 
satu dengan lainnya dalam mewujudkan good governance (Zeyn, 2011) yaitu: 
1. Transparansi adalah keterbukaan dalam manajemen pemerintah, 
lingkungan, sosial dan ekonomi. 
2. Partisipasi, merupakan penerapan pengambilan keputusan yang dilakukan 
secara demokratis serta pengakuan atas hak-hak masyarakat, kebebasan 
pers dan kebebasan mengemukakan aspirasi masyarakat. 
3. Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan menjawab 
kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah tersebut sampai 
yang memberi amanah puas dan apabila belum adanya pencapaian atau  
tidak puas dapat kena sanksi. 
Pentingnya good governance sebagai standar tata kelola pemerintahan 





ekonomi. Dengan demikian adanya pemerintahan yang baik dapat mendorong 
untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien dan efektif (Geeraert et al, 
2015). Penggunaan sumber daya yang efisien dalam tata kelola pemerintahan desa 
guna mengatur lalu lintas keuangan desa dapat terkelola dan teralokasi dengan 
baik, efisien, ekonomis dan disiplin anggaran. 
E. Pemerintahan Desa yang Baik (Good Village Governance) 
Good village governance merupakan hasil transformasi dari good 
governance, yang apabila pemerintahan tersebut dalam level desa, maka lahirnya 
konsep good village governance yang menjadi cita-cita ideal eksistensi suatu 
pedesaan. Good village governance memiliki arti sebagai tata kelola pedesaan 
yang baik, sebagaimana pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
mengarahkan kepada tatanan good village governance akan mengarahkan kepada 
upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan manajemen pemerintahan, sehingga 
kinerja akan lebih baik (Agung et al., 2014).  
Konteks lokal good governance dapat didefinisikan menjadi prinsip-
prinsip dari good village governance seperti partisipasi, transparansi, dan 
akuntabilitas kemudian ekonomis dan kedisiplinan anggaran. Sebagaimana 
pengertian  transparansi adalah keterbukaan akses bagi masyarakat dalam 
memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
tanggungjawab anggaran desa. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintahan, maka akan menjamin peningkatan jumlah masyarakat yang 





mengurangi potensi pelanggaran/penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan 
desa(Amiruddin et al., 2012).  
Keberadaan prinsip transparansi sebagai sarana untuk meningkatkan 
efektivitas kebijakan, administratif dan manajerial dengan melakukan urusan 
publik secara terbuka dalam pengawasan publik dan  akses informasi, sehingga 
informasi itu harus dapat pula dimengerti oleh pihak eksternal. Pembuat kebijakan 
dan cendekiawan menganggap transparansi sebagai fasilitator pemerintahan yang 
baik,  karena dapat mendorong kinerja yang lebih baik (Romero, 2016).  
Transparansi juga di artikan sebagai penyediaan informasi tentang 
pemerintahan bagi publik dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh 
informasi yang akurat dan memadai. Transparansi bukan hanya sekedar 
menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus 
disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan mengakses 
informasi tersebut (Bolang, 2014). Dalam pengertian ini pemerintah harus dapat 
memberikan informasi yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan 
mengenai tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Dilaksanakannya prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan akan 
mengurangi praktik penyimpangan, dengan begitu akan tercipta dengan 
sendirinya yaitu tertib administrasi (Maries et al., 2017). 
 Transparansi terbagi atas tiga yaitu: Kepatuhan, Kejujuran, dan Keadilan 
(Bolang, 2014). Adapun asas Transparansi, yaitu pertama rancangan peraturan 
perundang undangan dan program kerja harus diumumkan secara terbuka dan luas 





masyarakat. Kedua proses pembahasan peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan publik harus terbuka untuk umum sehingga memungkinkan 
pemangku kepentingan berpartisipasi dan bertanggungjawab. Ketiga peraturan 
perundang-undangan dan program kerja harus disosialisasikan secara luas dan 
terbuka kepada masyarakat (Maries et al., 2017). Tingkat akses informasi juga di 
artikan ke dalam transparansi, disajikan sebagai indikator integritas dan legitimasi 
praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik. 
Akuntabilitas keuangan adalah perwujudan dari kewajiban instansi 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari 
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ada, melalui akun 
periodik media pada laporan keuangannya. Kluvers (2010) berpendapat bahwa 
akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan penjelasan dan jawaban atas 
pelaksanaan bentuk pertanggungjawaban. Pada dasarnya akuntabilitas adalah 
penyediaan informasi dan pengungkapan tentang aktivitas keuangan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan lainnya. Desentralisasi 
lokal pemerintah di Indonesia mengakibatkan meningkatnya tuntutan 
akuntabilitas keuangan dalam lembaga publik baik pusat maupun di daerah-
daerah (Kewo, 2017).  
Sudarmayanti (2003) mengatakan bahwa ada dua bentuk akuntabilitas 
yaitu:  akuntabiltas eksplisit atau secara konseptual dapat disebut answereability, 
adalah pertanggungjawaban seorang pejabat atau pegawai pemerintah manakala 
dia diharuskan untuk menjawab dan menanggung konsukuensidari cara yang 





implisit di artikan bahwa setiap pejabat atau pegawai pemerintah secara implisit 
bertanggungjawab atas setiap kebijakannya, tindakan atau proses pelayanan 
publik yang telah dilaksanakannya.   
Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu: akuntabilitas hukum atau kejujuran 
(accuntability for probity and legality), akuntabilitas manajerial, akuntabilitas 
program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan. Dalam 
pemerintahan sebagaimana akuntabilitas melibatkan pemangku kepentingan, 
organisasi masyarakat sipil, media dan masyarakat pada umumnya (Tripathi, 
2016). Akuntabilitas sebagai tujuan utama dari pelaporan keuangan juga banyak 
didokumentasikan dalam literatur akuntansi sector public maupun swasta. 
Transparansi dan pengungkapan penuh juga sering digambarkan sebagai syarat 
penting untuk mencapai akuntabilitas (Velayutham dan Perera, 2004).   
Kurrohaman (2013) mendefinisikan akuntabilitas, bukan sekedar 
kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan dan 
dipertanggungjawabkan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa 
uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. 
Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkat-perangkatnya 
sebagai nahkoda dalam mengatur jalannya pemerintahan desa yang mengelola, 
mengatur, dan bertanggung jawab atas lalu litas keluar masuknya dana desa, 
apakah telah sesuai dengan prinsip yang efisien, ekonomis, dan disiplin anggaran 
yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 
Implikasi positif lahirnya sistem pemerintahan desa yang menerapkan 





pemerintahan desa, seperti berkurangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam 
tata kelola keuangan desa, dan terciptanya sistem kelembagaan yang bertata 
laksana pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, partisipatif 
professional dan akuntabilitas serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan strategis yang menentukan pertumbuan dan keberlanjutan 
desa. 
F. Konsep Muraqabah dalam Islam 
Muraqabah berarti adanya keyakinan seseorang yang kuat akan adanya 
pantauan Allah Subhanahu wa ta‟ala terhadap segala aktifitas dan gerak-geriknya. 
Kesadaran itu lahir dari keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa ta‟ala dengan 
sifat „ilmu, bashar dan sama (mengetahui, melihat dan mendengar) mengetahui 
apa saja yang dia lakukan kapan dan dimana saja. Dia mengetahui apa yang dia 
pikirkan dan rasakan (Rahman, 2014). Sebagaimana diperjelas dalam firman 
Allah Subhanahu wa ta‟ala: 
َِٰتُ َمََٰن ۡوُِِفُٱلسا
َ
آُإِنُحَُكُِنۡرَقاَلَُختاثُّٖنِۡوَُخۡرَدٖلَُفَخُكوُِِفَُصۡخَرٍةُأ ٍَ ُإِنا َُٰتََنا َي






     ١٦أ
Terjemahnya: 
“Luqman berkata: "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 
seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 
niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 
Maha Halus,  lagi Maha mengetahui” (QS Luqman, 31:16). 
 
Konsep muraqabah yang lebih rinci dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-
Jauzi, menurutnya muraqabah adalah pengetahuan dan keyakinan manusia atas 





batiniahnya. Buah dari melestarikan konsep muraqabah ini adalah lahirnya 
pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa ta‟ala senantiasa melihat dan 
mendengarnya, mengawasi semua amalnya setiap saat, setiap nafas dan setiap 
kejapan mata (Khailurrahman, 2013). Kemudian, Ibnu Qayyim menjelaskan 
kembali bahwa Konsep “muraqabah pada hakikatnya merupakan bentuk 
penghambaan atau ibadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta‟ala yaitu 
ar-Raqîb (Yang Maha Mengawasi), al-Hafîdz (yang Maha Menjaga), al-Alim 
(Yang Maha Mengetahui), as-Sami (Yang Maha Mendengar), dan al-Bashîr 
berrarti Yang Maha Melihat (Khailurrahman, 2013). Beberapa faktor yang 
mendukung konsep Muraqabah dalam Islam: 
1. Ilmu pengetahuan 
Al-Attas (1978) kembali mentakrifkan ilmu dengan 
mengemukakan semula takrif Fakhruddin Al-Razi, Allah Subhanahu wa 
ta‟ala sebagai sumber segala ilmu, sebagaimana Ilmu adalah ketibaan 
makna bagi sesuatu ke dalam diri seseorang. Sebaliknya apabila merujuk 
kepada diri sebagai pentafsir, ilmu dapat di artikan sebagai ketibaan diri 
seseorang kepada makna tentang sesuatu. Takrifan ini membawa maksud 
bahwa Allah Subhanahu wa ta‟ala adalah sumber sebenar ilmu dan 
manusia adalah makhluk aktif yang berusaha mendapatkan ilmu (Nawi, 
2011). 
Manusia memiliki akal secara optimal dan paling efektif yang 
berfungsi mengetahui bahwa segala perbuatan baik seperti jujur, adil, 





manusia yang demikianlah yang mendekati insan kamil (Ainiyah dan 
karsiyah, 2017). Sebagaimana manusia tidak pernah bisa melihat Allah 
Subhanahu wa ta‟ala, namun seorang hamba yang kokoh ilmu 
pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta‟ala, tentang nama-Nya, 
shifat-Nya, dan penciptaan semesta alam ini yang luar biasa, maka 
kesadaran diri tentang makhluk yang tiada apa-apanya disisi Allah 
Subhanahu wa ta‟ala dan merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa 
ta‟ala dalam setiap gerak-geriknya, manusia yang mencapai tingkatan 
ini sudah menempuh jalan Muraqabah. 
2. Ibadah 
Beribadah iyalah menunaikan sholat, zakat, puasa, haji dan 
sebagainya, dengan menyempurnakan syarat, rukun, sunnah dan adab-
adabnya. Kesadaran ini hanya bisa ditunaikan oleh seorang hamba yang 
dipenuhi dengan cita-rasa atau menikmatinya dengan kesadaran penuh 
tentang kehadirat Allah Subhanahu wa ta‟ala (Amran, 2012). Muraqabah 
merupakan buah dari kesempurnaan ibadah, pemaknaan dari konsep 
muraqabah sebagai suatu kesadaran diri akan kehadirat allah Subhanahu 
wa ta‟ala yang mengawasi segala perilaku manusi baik dalam hati 
maupun lahiriahnya, sehingga merasa selalu terjaga dari perbuatan yang 
dapat menghadirkan murka Allah Subhanahu wa ta‟ala. 
3. Akhlak 
Akhlak merupakan buah dari ibadah dan muamalah, seorang 





Jika ingin melihat akhlak seseorang maka lihatlah pada istiqomahnya 
seperti halnya: ketaatan ibadah, bagaimana iya bermuamalah terhadap 
lingkungannya, keluarganya, dan bahkan pada dirinya sendiri (Amran, 
2012). Manusia yang berakhlak mulia akan menyadari segala perbuatan 
dan ibadahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta‟ala 
sebagai pemilik segala pujian. Ibadah yang taat dan akhlak terpuji akan 
melahirkan konsep Muraqabah, sebagai suatu jalan menuju 
kesempurnaan ibadah dengan menyadari kehadirat Allah Subhanahu wa 
ta‟ala yang tak ada sedikitpun tempat baik yang batin maupun yang sahir 
yang lepas dari pantauannya. Kemudian merasa takut akan murka allah 
Subhanahu wa ta‟ala terkait perbuatannya sebagai manusia lemah yang 
tak luput dari kesilafan. 
Muraqabah merupakan kesadaran manusia merasakan keikutsertaan Allah 
Subhanahu wa ta‟ala dalam setiap langkahnya. Dengan pemahaman seperti ini 
maka segala niat buruk atau perilakunya akan dicegah oleh sistem muraqabah 
dalam dirinya. Seperti halnya berbohong terhadap sesama manusia yang diawali 
dengan niat dan tujuan yang buruk, namun siapa yang sanggup berbohong kepada 
Allah Subhanahu wa ta‟ala sebagai dzat yang Maha Melihat dari segala sisi yang 
gaib maupun yang zahir dan Maha Cermat dari segala sesuatunya. Sebagaimana 
di sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta‟ala: 












“Katakanlah: Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu 
atau kamu melahirkannya, pasti Allah Subhanahu wa ta‟ala Mengetahui". 
Allah Subhanahu wa ta‟ala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan 
apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Subhanahu wa ta‟ala Maha Kuasa 
atas segala sesuatu (QS Al-Imran,03:29). 
 
 Tata kelola Keuangan Desa melalui pemaknaan dalam nila-nilai ketaatan, 
kesadaran atas pengawasan Allah Subhanahu wa ta‟ala maha tau dari segala 
sesuatu,  yang terkandung dalam konsep muraqabah sesuai dengan kandungan 
ayat tersebut menunjukkan bahwa segala perbuatan dari aktifitas manusia, hal ini 
dalam jalannya tata kelola keuangan desa memberikan kesadaran akan perasaan 
selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta‟ala. Terbentuknya perilaku yang baik 
dengan menyadari dan meyakini kehadirat dzat yang maha mengetahui, akan 
melahirkan Self control (kontrol diri) sehingga dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya berdasarkan kontrol diri dan menjauhi segala kemudaratan 
yang dapat merugikan orang lain.  
 Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik, merupakan suatu 
kewajiban bersama baik kepala desa, perangkat desa dan masyarakat pada 
umumnya. Good village governance adalah konsep turunan dari Good governance 
Yang di landasi dengan prinsip seperti: transparan, akuntabilitas, partisipatif, dan 
disiplin anggaran untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih tanpa 
adanya tindakan-tindakan yang menyimpan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme. 
Konsep good village governance belum bisa dicapai dengan baik tanpa adanya 
kerja sama yang baik atau sama-sama mengerjakan kebaikan yang semata-mata 





Konsep Muraqabah yang diinternalisasikan dalam tata kelola keuangan 
desa dengan berdasar pada prinsip-prinsipIslam yang menanamkan nilai-nilai 
ketaatan, kejujuran, dan nilai saling menolong yang semata-mata mengharapkan 
ridho Allah Subhanahu wa ta‟ala. Muraqabah adalah suatu tingkatan ketaatan 
yang dimiliki seorang hamba dengan menyakini dan menyadari kehadirat allah 
Subhanahu wa ta‟ala yang mengawasi dari segala sisi baik yang perkataan di 
dalam hati dan perilaku-perilaku manusia itu sendiri. Salah satu tujuan konsep 
Muraqabah terkait tata kelola keuangan desa adalah  membangun kesadaran 
aparatur desa dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik tanpa 
merugikan Negara dan masyarakat akibat kesalahan-kesalahan ataupun 
kesengajaan yang dilakukan dan menyimpan dari aturan Negara maupun agama. 
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam: 
( َاُأعهالكمُقتلُأنُحَزنُ َاُوى َاُأىفسكمُقتلُأنُحباست احلديد)خاست  
Artinya:  
“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 
dahulu atas kerjamu, sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 
2383). 
 
Nilai ketaatan menunjukkan taatnya aparatur desa terhadap aturan-aturan 
yang telah ditentukan, nilai kejujuran memberikan pemahaman dan memperkuat 
prinsip transparansi, sehingga pada pengalokasian dana desa dilakukan dengan 
terbuka dan informasi sebenar-benarnya nyata. Dengan demikian hadirnya konsep 
Muraqabah membentuk kesadaran etis para aparatur desa dengan pemahaman 





guna mencapai tata kelola pemerintahan Desa yang baik demi kesejahteraan 
masyarakat. 
G.  Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Village 
Governance 
Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk 
mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, berdaya guna, maju, mandiri dan 
demokratis sebagai pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Good 
village governance sebagai suatu sasaran utama pencapaian dalam pengelolaan 
keuangan desa. Sebagaimana pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa 
yang mengarahkan kepada tatanan good village governance akan mengarahkan 
pula kepada upaya yang dapat memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen 
pemerintahan sehingga kinerja akan lebih baik (Agung et al., 2014).  
Transparansi merupakan salah satu dari prinsip dasar good village 
governance, yang merupakan terbukanya akses bagi masyarakat dalam 
memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
tanggungjawab anggaran Desa. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang 
berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya sebagai upaya yang dapat 
mengurangi pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan 
(Amiruddin et al., 2012).  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 
keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan 





uang dan barang yang ada berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
desa. Keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 
akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran 
(Umami dan Nurodin, 2017). 
Kehadiran masyarakat untuk terlibat menghadiri Musrembangdes 
merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat dalam mewujudkan tercapainya 
tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kemudian pemerintah desa membuka 
akses yang seluas-luasnya tentang keadaan keuangan desa yang sebenarnya 
sehingga mudah di akses dan dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat 
menilai sejauh mana keberhasilan dan pencapaian pemerintahnya. Menuju tata 
kelola pemerintahan desa yang  baik tak lepas dari evaluasi anggaran apakah telah 
sesuai dengan prinsip seperti: disiplin anggaran yang efisien, ekonomis dan 
berdaya guna, yang kemudian di pertanggung jawabkan berdasarkan hasil yang 
telah dicapai. 
H. Good Village Governance dalam Bingkai Muraqabah 
Tata kelola keuangan desa belum sepenuhnya mampu mencapai penamaan 
tata kelola pemerintahan desa yang baik, sebagaimana ada empat prinsip good 
village governance: Partisipatif, Transparansi, Disiplin anggaran, dan 
Akuntabilitas belum mampu ditunaikan dengan baik oleh para pelaku desa. 
Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarahkan kepada 
tatanan good village governance akan mengarahkan pula kepada upaya untuk 
memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga 





Konsep muraqabah yang melahirkan nilai-nilai ketaatan, kejujuran dan 
ikhsan merupakan salah satu pilar islam hadir di tengah-tengah krisisnya 
kesadaran aparatur desa, hadir dengan pemahaman nilai-nilai religius dengan 
tujuan membentuk perilaku etis aparatur desa untuk mengembalikan kesadaran 
lahiriah atau fitrah manusia yang sebenarnya baik sejak lahir. Kesadaran itu lahir 
dari keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa ta‟ala dengan sifat „ilmu, bashar 
dan sama (mengetahui, melihat dan mendengar) mengetahui apa saja yang dia 
lakukan kapan dan dimana saja. Dia mengetahui apa yang dia pikirkan dan 
rasakannya (Rahman, 2014). Konsep muraqabah melahirkan aparatur desa yang 
taat terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta‟ala yang jujur dan berperilaku 
ikhsan terhadap siapa saja, tampa merugikan siapapun termasuk masyarakat 
dalam hal ini sebagai tujuan utama tercapainya good village governance.  
G.  Rerangka Pikir 
Kondisi pengelolaan keuangan desa saat ini memerlukan adanya 
pengawasan wakil masyarakat desa (BPD) dan partisipasi masyarakat dalam 
menciptakan efektifitas pengelolaan keuangan desa, sebagai bentuk kerja sama 
dan gotong royong dalam menciptakan serta membangun pemerintah desa yang 
bertanggung  jawab dan transparan. Hal ini sejalan dengan konsep Muraqabah 
Islam sebagai inovasi pembinaan karakter dan kontrol diri manusia, bahwa dalam 
segala aktifitas di dunia ini tak ada suatu tempat yang luput dari pengawasan 
Alllah Subhanahu wa ta‟ala. Sehingga kesadaran akan kehadirat tuhan yang maha 





taat, jujur terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun rerangka pikir 
sebagai berikut: 
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METODE  PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan  penelitian kualitatif  yaitu mendeskripsikan 
aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mandalam (Sugiyono, 
2014). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif 
yang cenderung menggunakan analisis serta menonjolkan proses dan makna 
(Yuliansyah dan Munandar, 2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui upaya mewujudkan good village governance dengan menerapkan 
unsur religius konsep muraqabah, sehingga penelitian kualitatif/deskriptif adalah 
penelitian dipandang tepat digunakan. 
Penelitian ini dilakukan tepatnya di Desa Bana Kecamatan Bontocani 
Kabupaten Bone. Desa Bana menjadi pembatas antara Kabupaten bone dan 
kabupaten sinjai. Desa Bana di pilih menjadi objek penelitian dengan alasan 
daerah Kabupaten bone adalah daerah yang marak terjadi kasus tindak pidana 
korupsi sehingga menjadi topik yang seharusnya untuk diteliti, sehubungan Desa 
Bana  adalah daerah yang sangat terpencil dari ibu kota kabupaten, sehingga tata 
kelola keuangan desa belum begitu efektif sehingga perlu adanya pemecahan 
masalah melalui konsep muraqabah. 
B. Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan interpretif Fenomenologi sebagai pijakan dalam 





keuangan desa. Pendekatan ini lebih memfokuskan pada sifat subjektif dari  
kejadian sosial dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objektif, yang 
sedang dipelajarinya (Mushlihin, 2013).   
Tinjauan tata kelola keuangan desa dengan perspektif  Muraqabah dalam 
membingkai prinsip tata kelola keuangan desa seperti: akuntabilitas, transparansi 
melandasi guna mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan 
pandangan islam yang menitipkan pada nilai-nilai kejujuran, ketaatan dan ihsan. 
Tujuan paradigma interpretif adalah untuk menganalisis realita sosial. Pendekatan  
interpretif  fenomenologi tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, 
melainkan mengakui bahwa untuk memperoleh pemahaman mendalam, maka 
subjektivitas para pelaku harus digali sedalam mungkin. Penelitian Fenomenologi 
peneliti dituntut untuk mampu mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai 
dengan realitas sosial (Mamulaty et al., 2016). Peneliti menggunakan Pendekatan 
interpretif Fenomenologi sebagai pisau analisis realita sosial yang terjadi pada 
pengelolaan keuangan desa di Desa Bana Kecamatan Bontocani.  
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan 
data sekunder. Sebagaimana data primer diperoleh dari penelitian lapangan 
sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari pengumpulan jenis data yang 
digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. 
1. Data primer, merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung di 
lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan 





berupa wawancara, dan observasi mengenai pengelolaan  keuangan desa 
(Putra, 2018). Penggunaan data primer dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan informasi langsung mengenai efektifitas pengelolaan keuangan 
desa melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. 
2. Data sekunder, merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
peneliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung 
atau melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 
jurnal, dokumen dan buku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa 
(Putra, 2018). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
jurnal yang telah ada sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan desa, 
dengan tujuan untuk memperoleh data maupun informasi serta 
membandingkan antara jurnal dari peneliti yang satu dengan jurnal peneliti 
yang lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara 
merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung 
secara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk 
mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam (Yulita, 2016). Metode 
pengumpulan data dengan wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi 
mengenai Tata kelola keuangan Desa dengan perspektif muraqabah. Observasi 
yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti 





pengumpulan data serta menganalis jurnal dan dokumen yang terkait dengan 
pengelolaan keuangan desa untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat rekam berupa 
handphone, buku catatan dan pulpen, serta kumpulan pertanyaan seputar isu 
penelitian (manuskrip). Alat rekam berupa handphone bertujuan untuk merekam 
segala kegiatan selama melakukan penelitian lapangan, yang bisa berupa foto, 
video maupun perekaman suara pada saat wawancara. Catatan dan pulpen 
digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber 
atau mencatat temuan-temuan selama penelitian. Manuskrip yang berupa 
kumpulan daftar pertanyaan digunakan untuk memperoleh informasi dan data 
mengenai pengelolaan keuangan desa, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang akurat. 
F. Informan Penelitian 
Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan melalui cara purpose, 
yaitu dengan memilih 3 (tiga) kriteria informan yang dianggap memiliki 
kemampuan yang memadai, informan yang dimaksudkan yaitu: Informan Kunci, 
Informan utama dan Informan tambahan. Informan yang dipilih memiliki kriteria 
tentang pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan di Desa 
Bana Kecamatan Bontocani. Sebagaimana identitas informan di Desa Bana, 








Identitas Informan di Desa Bana 









1 Ishak, S.Pd.I Kepala Desa 5 S1 
2 Judarsa Yasin, S.M. Sekretaris Desa 2 S1 
3 Muhlisa Kaur Umum  3 D3 
4 Marhuma. Amd.P Kaur Keuangan 5 D3 
6 A Nasrul. Ama. Mantan Kaur 
Pemerintahan 
9 D3 
7 A Neneng wn. S.Pd Kepala Dusun 1 S1 
8 Musliadi Staf Kantor Desa 3 SMA 
9 Saleng Ketua BPD 6 SMA 
10 Fahri  Imam Desa 4 SMA 
11 Nasrun Tokoh Masyarakat - SD 
 
G. Metode Analisis Data 
Analisis data merupakan cara yang digunakan dalam melaksanakan 
analisis terhadap sebuah data, dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi 
sebuah informasi yang bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Penelitian ini 
menggunakan analisis data dengan pendekatan interpretif  fenomenologi. 
Penelitian ini bukan sekedar mengamati tingkah laku manusia tetapi juga 
memaknai tingkah laku tersebut yang dapat dibingkai dalam tata kelola keuangan 

















1. Reduksi Data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, mencari tema dan polanya 
serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan oleh peneliti secara 
terus menerus saat melakukan penelitian guna menghasilkan catatan maupun 
kesimpulan inti dari data yang diteliti dari hasil penggalian data. Reduksi data 
bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian 
atau penelitian data di lapangan.  
2. Penyajian data 
Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi dengan 
menyusun data-data yang dirangkum dari penelitian lapangan, dari penyajian 
data memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan 
alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya 










yang sebenarnya. Tujuan dari penyajian data dilakukan untuk dapat melihat 
gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari proses penelitian. Pada 
tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai 
dengan pokok permasalahan yang ada pada setiap subpokok permasalahan. 
3. Kesimpulan atau verifikasi 
Pada bagian kesimpulan ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari 
data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari 
makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, kesamaan, atau 
perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan melalui jalan 
membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna 
yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.  
H. Pengujian Keabsahan Data 
Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian 
memang sangat penting. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka 
dalam penelitian ini menggunakan dua uji yang paling sesuai, yaitu uji credibility 
dan uji dependability. Alasan digunakannya uji ini, adalah untuk menjamin 
kebenaran atas kualitas data yang ditemukan di lapangan. 
1. Uji Kredibilitas 
Uji kredibilitas dapat di artiakan juga dengan uji validitas internal pada 
penelitian kuantitatif, dimana kredibilitas ini dapat dicapai dengan 
kemampuan peneliti untuk berbaur dengan responden dalam waktu 
lama dengan terus melakuakan konfirmasi-konfirmasi (Afiyanti, 





digunakan untuk mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari 
data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data 
yang telah ada.  
a) Triangulasi Sumber data, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
sumber data. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan 
dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai 
sumber yang ditemukan. Peneliti akan melakukan pemilahan data 
yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis dan 
diklasifikasikan lebih lanjut.  
b) Triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti bisa 
menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti berita-berita 
terkait aktivitas Pelaporan Keuangan desa, di berbagai media. 
Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data 
yang berbeda, yang selanjutnya dapat memberikan pandangan 
(insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. 
Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan 
dan kedalaman informasi untuk memperoleh kebenaran handal. 
2. Uji Dependabilitas 
Uji realibilitas penelitian kualitatif dikenal dengan uji 
dependabilitas. Uji ini merupakan pertimbangan keilmiahan suatu 





adalah terkait konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti 
yang berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda pula, tetapi 
dilakukan dengan metode dan interview script atau yang sama 
(Afiyanti, 2008). Dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan 
melakukan tindakan terstruktur yang memungkinkan peneliti lain 
menemukan hasil yang sama terhadap penelitian yang serupa.  Adapun 
uji dependabilitas yang digunakan adalah uji konsistensi, yang dapat 
diukur dengan melihat apakah interview scripts yang digunakan 
peneliti dapat menghasilkan jawaban dan hasil yang sesuai dengan 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya Desa Bana 
Menurut cerita Desa Bana pada awalnya dihuni oleh satu keluarga 
yang mempunyai 12 orang anak, yang kemudian 12 anak itu mempunyai 
keluarga dan dibagi menjadi 12 bagian wilayah yang disebut “Lari 
Tanah”sesuai dengan wilayah yang diberikan ke dua belas anak itu untuk 
menjadi hak masing-masing terhadap apa yang ada pada daerah tersebut.  
Kondisi masyarakat saat itu sangat memprihatinkan, karena 
keterbatasan makanan sehingga mereka berinisiatif mencari makanan di 
hutan di luar lari Tananya. Salah seorang penduduk melihat seorang laki-laki 
di hutan kemudian melapor kepada ketua adat dengan demikian ketua adat 
menemui laki-laki tersebut untuk mempertanyakan asal-usulnya yang 
ternyata laki-laki tersebut adalah keturunan raja Bone (Wijanna mngkau‟e do 
Bon/Salassae). Berdasarkan informasi tersebut ketua adat setempat menjuju 
ke kerajaan bone untuk mencari kebenaran atas pengakuan pria tersebut 
dengan identitas berupa stanbuk dengan keterangan yang disampaiakan ketua 
adat kepada raja Bone dinyatakan oleh raja bone dengan pernyataan “Ba na” 
(Betul anak bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan raja Bone) yang 
diasingkan sebagai hukuman atas pelanggaran yang telah diperbuatnya. 





(raja) dan sang Raja mengizinkannya dengan mengatakan ‟Ba‟na” (iya 
betul). Setelah pertemuan dengan raja Bone akhirnya ketua adat kembali dan 
menikahkan laki-laki keturunan raja Bone tersebut dengan putrinya dan 
dinobatkanlah sebagai raja “Ba na” digabung menjadi satu kata yaitu Bana, di 
situlah awal mula terbentuknya desa Bana.  
Desa Bana pada awal terbentuknya hanya terdiri dari 3 Dusun yaitu 
Dusun Bana, Dusun Oro, dan dusun Cippaga. Desa Bana kemudian di 
mekarkan menjadi 6 dusun, dengan pertimbangan wilayah yang begitu luas 
sehingga Desa Bana dibagi menjadi 6 Dusun diantaranya: Dusun Paku, 
Dusun Cippaga, Dusun Pao, Dusun Oro, Dusun Bana, Dusun Bana Tengah. 
Sedangkan Pemerintah Desa Bana telah mengalami 7 (Tujuh) kali pergantian 
kepala Desa. Berikut nama-nama Kepala Desa yang menjabat pada tahun 
1962 sampai tahun 2020: 
Tabel 4. 1 
Nama-Nama Kepala Desa 
Di Desa Bana Kecamatan Bontocani 
Periode Kepala Desa Keterangan 
1962-1963 A. lanti Nyonri Penunjukan 
1963-1964 A. Guntur Penunjukan 
1964-2003 A. Muin Baso Penunjukan 
2003-2009 M. Amir. P Pemilihan 
2009-October 2014 M. Amir. P Pemilihan 






2015-2020 Ishak, S.Pdi Pemilihan 
Sumber: (Profil Desa Bana, 2020 diolah) 
2. Keadaan Geografis Desa Bana 
Desa Bana merupakan salah satu Desa dari 12 Desa dikecamatan 
Bontocani, secara administratif memiliki luas wilayah 69,16 (km
2
) menjadi 
salah satu desa yang memiliki luas wilayah yang paling luas diantara 12 desa 
dikecamatan bontocani. Desa Bana merupakan wilayah pegunungan sehingga 
memiliki ketinggian yang sedemikian tinggi dari permukaan laut dengan 
ketinggian 244 (m) diatas permukaan laut. Jarak dari ibu kota Desa Bana ke 
ibu kota Kecamatan Bontocani ditempuh dengan jarak  19 (km) dari kota 
Desa Bana menuju Kota Kabupaten Bone ditempuh dengan jarak 50 (km) 


















3. Visi dan Misi Desa Bana 
Visi merupakan gambaran yang menantang untuk mencapai tujuan 
dimasa depan  dengan melihat keadaan dan potensi desa. Perumusan visi 
Desa dilakukan dengan melihat prinsip partisipatif, dengan melibatkan 
pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam desa seperti Kepala Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat Desa 





sebagaimana Visi Desa Bana untuk periode 2016 hingga tahun 2021 
adalah terwujudnya Desa Bana yang mandiri sejahtera dan religious. 
 Setelah visi dirumuskan dengan baik, maka Misi merupakan rumusan 
umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan visi, sebagaimana Misi 
Desa Bana adalah sebagai berikut:  
1. Penataan kelembagaan, organisasi dan administrasi Desa secara 
profesional. 
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang taransparan, 
bersih dan akuntabilitas. 
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 
4. Pengembangan sektor pertanian dan perekonomian. 
4. Keadaan Demografi Desa Bana 
Jumlah penduduk Desa Bana pada tahun 2019 adalah 2.957 jiwa  
yang terdiri dari 1.494 jiwa laki-laki dan 1.463 jiwa perempuan dari 31 RT 
dengan banyak kepala keluarga berdasarkan jumlah kartu keluarga. 
Tabel 4. 2 
Data Penduduk Berdasarkan populasi 
Wilayah Desa Bana Kecamatan Bontocani 
Tahun 2019 
 
No Nama Dusun Jiwa Laki-laki Perempuan 
1 Bana 1826 949 877 
2 Bana Tennga 1049 507 542 





4 Oro 46 20 26 
5 Paku 3 2 1 
6 Pao 28 14 14 
Total 2957 1494 1463 
Sumber: (Profil Desa Bana, 2020 diolah) 
5. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Bana 
Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat Desa Bana, dapat dilihat 
melalui aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek keamanan dan ketertiban, 
aspek kesenian, aspek keagamaan dan aspek keolahragaan serta kehidupan 
masyarakat setempat yang masih kental akan budaya dan adat istiadat dan 
nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan memegang teguh prinsip gotong 
royong, sebagai suatu ciri khas masyarakat setempat yang harus di di 
berdayakan dan wariskan terhadap generasi muda guna menjaga persatuan dan 
kesatuan bersama terutama mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan tanpa 
memandang suku, agama dan status ekonomi sesama manusia. 
Kondisi sosial Desa Bana dari aspek pendidikan dapat di gambarkan 
berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Di gambararkan 
melalui tabel berikut: 
Tabel 4.3 









Jenjang Status Lokasi 
TK Panre Tanrae TK Swasta Dusun Oro 
Tk-Al-Ikram TK Swasta Dusun Paku 
Tk Al-Islam 
babul jannah 
TK Swasta Dusun Bana 
SDN 296 Bana SD Negeri Dusun oro 
SDN Inp 12/79 
Bana 
SD Negeri Dusun Paku 
SDN Inp 81 Bana SD Negeri Dusun Bana 
SMPN 5 
Bontocani 
SMP Negeri Dusun Paku 
Sumber: (Profil Desa Bana, 2020 diolah) 
Tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa 
Bana Berjumlah 7 (tujuh), hal tersebut memberikan jawaban bahwa untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau Sekolah Menengah 
Pertama (SMA) harus mencari sekolah di luar Desa khususnya di kota 
Kecamatan dengan jarak 12 KM dari Desa Bana, Berikut gambaran Tingkat 








Tingkat Pendidikan di Desa Bana  
Kecamatan Bontocani  
Tahun 2019 
No Jenis Pendidikan Jiwa Laki-Laki Perempuan 
1 Tidak/Belum sekolah 561 267 294 
2 Belum Tamat 
SD/Sederajat 
552 271 281 
3 Tamat SD/Sederajat 1294 689 602 
4 SLTP/Sederajat 283 126 157 
5 SLTA/Sederajat 220 122 98 
6 Diploma 1/II 6 2 4 
7 Diploma III 0 0 0 
8 Diploma IV/Strata I 33 15 18 
9 Strata II 0 0 0 
10 Strata III 8 2 6 
Total 2957 1494 1463 
Sumber: (Profil Desa Bana, 2020 diolah) 
Aspek kesehatan merupakan hal yang paling dasar menyangkut kehidupan 





kepada masyarakat pemerintah setempat harus memfasilitasi sarana kesehatan 
yang memadai. Berikut sarana kesehatan di Desa Bana. 
Tabel 4.5 
Sarana Kesehatan di Desa Bana 
Kecamatan Bontocani  
Tahun 2019 
Dusun Kader Posyandu Bidan Desa 
Oro - 1 
Bana - 1 
Cippaga - - 
Paku - 1 
Pao - - 
Bana Tennga - - 
 Sumber: (Profil Desa Bana, 2020 diolah) 
 Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan kondisi sarana kesehatan di Desa 
Bana belum efektif disebabkan karena letak puskesdes terletak di ujung desa 
sehingga menjadikan akses masyarakat menjadi sulit untuk menerima pelayanan 
kesehatan. Tenaga kesehatan yang terbatas, dengan penduduk yang banyak 
menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat di tengah 
luasnya lingkungan desa. 
Aspek keamanan dan ketertiban Desa merupakan tanggung jawab 
pemerintah untuk menyediakan sarana keamanan dalam menjamin ketentraman 
dan ketertiban masyarakat setempat. Ketersediaan Pos Kamling setiap lingkungan 





bersama-sama menjaga keamanan dan perdamaian bermasyarakat. Desa bana 
memili pos kamling sebanyak 4 buah dan petugas keamanan desa (linmas) 
sebanyak 14 orang yang bertugas di 6 (enam) lingkungan/Dusun. 
Kondisi Keagamaan di Desa Bana digambarkan dengan ketersediaan 
tempat peribadatan yang ada, pelaksanaan kegiatan keagamaan dijalankan dengan 
penuh toleransi dan kerukunan. Sarana peribadatan ditandai dengan berdirinya 
masjid di masing-masing lingkungan dengan jumlah 7 (tujuh) Mesjid/mushollah. 
Penduduk Desa Bana seluruhnya beragama islam, dalam pelaksanaan perayaan 
hari-hari besar Islam dilaksanakan seperti Desa-Desa lain pada Umumnya seperti 
Hari raya idul fitri, hari raya idul adha dan peringatan Maulid Nabi Muhammad 
SAW.  
Tabel 4.6 
Data Demografi Berdasarkan Agama 
Desa Bana Kecamatan Bontocani tahun 2019 
No Agama Jumlah Laki-Laki Perempuan 
N % N % N % 
1 Islam 2955 99.93% 1493 50,43% 1462 49.44 
2 Kristen 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03% 
3 Katholik - - - - - - 





5 Budha 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00% 
6 Khonghucu - - - - - - 
7 Lainnya - - - - - - 
Total 2957 100% 1494 50,52% 1463 49,48% 
Sumber: (Profil Desa Bana, 2020 diolah) 
 Kondisi perekonomian di Desa Bana terbilang masih rendah dengan mata 
pencaharian masyarakat yang mayoritas penduduknya hanya memanfaatkan hasil 
alam seperti: Pertanian, Perkebunan, peternakan dan hasil alam lainnya. 
Kenyataan perekonomian tersebut menunjukkan, secara sosial masyarakat Desa 
Bana masih terbilang miskin dengan keterbatasan mata pencaharian, yang hanya 
cukup untuk makan dan hidup seadanya. Namun pemerintah setempat berupaya 
untuk meningkatkan potensi pendapatan masyarakatnya dengan mendirikan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) seperti pabrik pengolahan Kopi, Budidaya 
Madu Trigona, dan Bantuan modal untuk Peternakan. Berikut gambaran ekonomi 










Data Demografi berdasarkan Pekerjaan Desa Bana 
Kecamatan Bontocani Tahun 2019 
No Mata Pencaharian Jumlah Keterangan 
1 Belum bekerja 650 Orang 
2 Pengurus rumah tangga 586 Orang 
3 Pelajar/mahasiswa 666 Orang 
4 Pensiunan 1 Orang 
5 PNS 14 Orang 
6 TNI 0 Orang 
7 POLRI 1 Orang 
8 perdagangan 14 Orang 
9 Petani/Pekebun 870 Orang 
10 peternak 2 Orang 
11 Nelayan  0 Orang 
12 Industri 0 Orang 
13 Karyawan Swasta 4 Orang 
14 Karyawan Honorer 16 Orang 
15 wiraswasta 118 Orang 
16 lainnya - Orang 
Total 2957 Orang 






6. Struktur Organisasi Desa Bana 
Pemerintahan Desa Bana terdiri dari 6 (enam) Dusun dan 18 
RW/RT. Berikut gambaran lengkap Struktur organisasi Desa Bana: 
Gambar 4.2 























































B. Pengelolaan Keuangan di Desa Bana Berdasarkan Prinsip Good Village 
Governance 
Desa memiliki kewenangan  untuk mengatur keuangannya secara mandiri, 
sebagai amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 hasil 
revisi UUD No 113 2014  tentang pengelolaan keuangan Desa. Hal tersebut 
menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan keuangan 
desa di Desa Bana, untuk melihat kondisi tata kelola keuangan Desa di Desa 
Bana ditunjukkan dengan hasil Meninjauan Pengelolaan keuangan Desa yang 
sesuai dengan Theory of planned behavior (TPB) yang di pandang dapat 
memprediksi, menilai dampak yang ditimbulkan dan konsekuensi akibat 
perbuatan seseorang pada pengelolaan keuangan di Desa Bana berdasarkan 
prinsip Good Village Governance. 
1. Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Bana 
Transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kewajiban 
dan tuntutan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka mengenai 
pengalokasian dana desa. Terkait transparansi pada pengelolaan keuangan 
desa di Desa Bana, berdasarkan pernyataan Pak Ishak selaku Kepala Desa; 
“Terkait transparansi, kami sangat terbuka mengenai informasi 
keuangan desa sekecil apapun itu, seperti ini saya lampirkan 
penjabaran penggajian perangkat-perangkat Desa, melampirkan 
spanduk anggaran, papan kegiatan dengan bertuliskan informasi 
mengenai ukuran dan besar anggaran kegiatan pembangunan tersebut, 
kemudian diakhir ada prasasti untuk menunjukkan informasi mengenai 





 Pernyatan kepala desa menunjukan bentuk transparansi yang telah 
dilakukan. Kemudian didukung dengan tabel transparansi yang 
dipublikasikan pada portal Desa Bana, berikut tabelnya : 
Tabel 4.8 
Transparansi Dana Desa Desa Bana  
Kecamatan Bontocani Tahun Anggaran 2019 
No Sumber Dana Perencanaan/Kegiatan Anggaran 
(Rp) 
1 Alokasi Dana Desa 
1.1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 
 1. Pengelolaan administrasi kependudukan, 
statistik dan kearsipan. 
9.960.000,00 




 3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. 
11.225.000,00 
 
 4. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan Desa. 
305.282.200,00 
Total bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 364.451.200,00 
1.2 Bidang pembinaan kemasyarakatan 
  Sub bidang kebudayaan dan keagamaan 27.451.200,00 
  Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 29.129.000,00 
  Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 8.000.000,00 
  Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum 
dan perlindungan masyarakat. 
10.400.000,00 
Total bidang pembinaan kemasyarakatan 75.129.000,00 
2 Dana Desa 
2.1 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
 1 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 66.847.000,00 
 2 Sub Bidang Kesehatan 36.400.000,00 
 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 
932.884.550,00 
 4 Sub Bidang Pendidikan 61.800.000,00 
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.097.931.550,00 
2.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
 1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Desa 
3.000.000,00 





 3 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 114.969.400,00 
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat 127.574.400,00 
2.3 Penyertaan Modal BUMDES 
 1 Penyertaan modal Bumdes 298.514.050,00 
Total Penyertaan Modal BUMDES 298.514.050,00 
Total Anggaran 1.963.600.200,00 
Sumber: Portal Desa Bana 2020, Diolah) 
 Bentuk transparansi juga didukung dengan pernyataan informan 
berikut dalam hal ini, Pak Yudarsa selaku Sekretaris desa mengungkapkan 
hal yang demikian: 
  “Bicara soal keuangan memang sedikit riskan sangat sensitif di 
kalangan masyarakat, namun pemerintah desa telah melakukan secara 
terbuka yang dilakukan dengan musyawarah dengan tim perumus, 
BPD, tokoh masyarakat yang  dibuktikan dengan baliho, spanduk dan 
informasi-informasi mulai dari RAB yang ada dalam laporan 
pertanggungjawaban”. 
Berdasarkan hasil informasi dan bukti-bukti baik dokumentasi dan 
bukti material dari informan memberikan jawaban tentang keterbukaannya 
mengenai kondisi pengengeloalan keuangan desa di Desa Bana. Peraturan 
Pemerintah Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
desa ber asas transparansi, mengenai keterbukaan informasi seluas-luasnya 
sehingga memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses 
informasi tentang APB Desa. Masyarakat memiliki hak yang mulak untuk tau 
dan mendapatkan akses mengenai ABD Desa, namun masyarakat setempat 
seolah-olah tak memberikan pernyataan dan bersikap pasif mengenai hal 






         “Mengenai keterbukaaan informasi, Kami tidak  tau mengenai anggaran 
Desa, dan memang tidak mau pusing soal itu.  Bagi saya, yang terlihat 
itulah yang menjadi bukti nyata keberadaan dan anggaran itu jelas.”   
  Masyarakat cenderum pasif dan enggan mencari tahu mengenai 
Anggaran Desa, sebagaimana mayoritas masyarakat setempat terlalu sibuk 
dengan aktifitas sosial dan ekonomi keluarga sehingga untuk sekedar tau 
seputar anggaran desa merupakan hal yang sia-sia baginya. Latar belakang 
pendidikan menjadi salah satu kendala bagi masyarakat setempat, untuk 
mengolah informasi-informasi terkait pengelolaan keuangan di Desa Bana.  
   Keterbukaan informasi seputar kondisi pengelolaan keuangan Desa di 
Desa Bana hanya memajang baliho transparansi dan prasasti kegiatan 
pembanguna padahal yang seharusnya melampirkan secara terbuka mengenai 
detail kegiatan dan anggaran yang terealisasi harus ditempel agar masyarakat 
tau,Mengingat kondisi pendidikan mayoritas masyarakat setempat masih 
minimm pengetahuan sehingga terbatas mengolah informasi jika hanya sub 
anggaran pembangunan yang dilampirkan.  
2. Partisipasi Masyarakat di Desa Bana 
 Partisipatif merupakan pengambilan keputusan publik, dengan 
melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat 
dalam mendukung, mengawasi dan membantu program pemerintah Desa 
untuk bersama-sama membangun daerahnya. Sebagaimana bentuk 
partisipasi masyarakat di Desa Bana, berikut pernyatan bapak Ishak selaku 





“Masyarakat cukup berpartisipasi dalam hal perencanaan hingga 
pada pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan rabat beton, 
Irigasi pertanian, dan pembangunan lainnya. Kami melibatkan 
masyarakat dalam hal pembangunan guna bersama-sama 
membangun daerah tanpa melibatkan tenaga kerja dari luar, sehingga 
masyarakat juga memperoleh tambahan penghasilan dari anggaran 
Dana Desa.”  
 Ibu Neneng, selaku salah satu Kepala dusun  di Desa Bana 
memberikan pernyataan yang sama mengenai partisipasi masyarakat 
setempat: 
  “Masyarakat disini cukup berpartisipasi dalam hal setiap kegiatan 
seputar pembangunan desa, seperti kerja bakti memperbaiki akses 
jalan, membangun pengairan dan gotong-royong di setiap kegiatan 
sosial oleh warga setempat seperti: pembangunan rumah, resepsi 
pernikahan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang sifatnya 
kemanusiaan.” 
  Menyambung pernyataan Ibu kepala dusun, mengenai partisipasi 
masyarakat yang sejalan dengan pernyataan informan berikutnya oleh, Ibu 
Marhumah selaku Bendahara Desa: 
   “Proses perumusan pembangunan kami melibatkan masyarakat, 
BPD, Tokoh masyarakat Kepala dusun untuk hadir dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan  untuk mengetahui 
pembangunan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat setempat, 
sehingga pihak pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan 
apa yang lebih diproritaskan” 
 Hasil pernyataan ketiga Informan tersebut jawaban yang sama bahwa 
di Desa Bana masyarakatnya cukup berpartisipasi baik dalam hal 
perencanaan hinggaa pada tahap pembangunan itu dilaksanakan. Namun 
berbeda dengan pernyataan Bapak A. Nasrul, selaku mantan Kasi 





  “Dalam hal partisipatif hanya melibatkan sebagian komponen 
keterwakilan masyarakat seperti BPD dan Kepala Dusun. Padahal 
yang seharusnya melibatkan seluruh komponen yang berkepentingan 
seperti BPD, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, 
Tokoh Pendidik, Tokoh Pemuda, Tokoh perempuan, dan Tokoh adat. 
Yang dia panggil hanya yang bisa dia kuasai atau yang dekat dengan 
Pak Desa. Kemudian usulan yang disampaikan masyarakat pada 
rencana pembangunan, tidak terealisasijiji juga. Jadi masyarakat 
merasa tidak ada pengaruh untuk hadir.” 
Partisipasi masyarakat di Desa Bana, jika dilihat pada sisi 
masyarakat setempat sangat berantusias untuk turut serta membangun Desa 
bersama-sama masyarakat. Namun pemerintah setempat seakan-akan tidak 
memberi ruang gerak masyarakatnya untuk terlibat.  
3. Ketertiban dan kedisiplinan Anggaran Pengelolaan Keuangan di Desa 
Bana 
Proses pengaggaran yang tertib dan disiplin merupakan tanggujawab 
aparatur desa dan perangkat-perangkatnya beserta keterlibatatan BPD dan 
masyarakat untuk mengawasi proses perencanaan, pengalokasian dan 
pertanggungjawaban Dana Desa, berikut pernyataan Pak Ishak selaku kepala 
Desa mengenai kedisiplinan dan tertibnya anggaran : 
“Tertib berarti sesuai atauran, sebagaimana dalam pencatatan 
keuangan harus updateing yang dimana transaksi harus dicatat 
berdasarkan kejadiannya dan kami telah menggunakan aplikasi 
SISKUDES selama 3 tahun untuk memudahkan dan mengurangi 
potensi kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi, untuk 
melihat dan mengevaluasi anggaran yang keluar.  terkait proses 
pencatatan anggaran sudah sesuai regulasi, yang dimana setiap 
pembangunan yang direalisasikan merupakan hasil usulan 
masyarakat di RKPDS berdasarkan kebutuhannya seperti: 
Pembangunan Rabat Beton untuk akses jalan yang rata, 





Salah satu contoh efisiensi anggaran yang kami terapkan, dalam hal 
pembangunan yang menggunakan material pasir, kami 
memanfaatkan ketersediaan pasir yang ada di Desa Bana, kemudian 
mengenai tenaga kerja pembangunan, kami memanfaatkan 
Masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kerja, di samping 
menghemat biaya tenaga kerja kami memberikan tambahan 
penghasilan kepada masyarakat yg memiliki keterbatasan mata 
pencaharian. 
Pernyataan kepala Desa mengenai kedisiplinan anggaran sejalan 
dengan pernyataan informan berikutnya yaitu Ibu Marhuma selaku 
Bendahara Desa:  
“Mengenai Tertib dan Disiplin anggaran, kami merasa sudah tertib 
dan disiplin sebagaimana selaku kaur keuangan kami mengevaluasi 
anggaran berdasar pada rancangan anggaran biaya, dana yang 
direncanakan dalam satu kegiatan harus di eefisienkan semaksimal 
mungkin untuk mencapai target pembangunan itu sebelum dana 
habis.” 
 Informan berikutnya memberikan pernyataan yang sejalan dengan 
kedua informan sebelumnya, Bapak Musliadi selaku staf kantor desa 
menyatakan bahwa:  
“Anggaran desa yang kami kelola sudah disiplin, karena sudah 
terstruktur dan jelas dengan berdasar rancangan anggaran biaya 
(RAB) sudah jelas biayanya, RAB ini diperoleh dari hasil 
MUSREMBANG Desa. Kendala utama pada proses  pembangunan 
di Desa Bana yaitu pada kases materialnya karena akses materialnya 
susah. 
Mendalami narasi informan yaitu bapak kepala Desa, Ibu Bendahara 
dan Bapak Musliadi secara regulasi telah menerapkan perlakuan yang tertib 
dan displin anggaran pada prealisasian anggaran di Desa Bana. 






Akuntabilitas Pemerintah Desa merupakan bentuk pelaporan yang 
berarti  pertanggungjawaban aparatur Desa mulai dari tahap perencanaan 
sampai pelaksanaan, penatausahaan sampai pada pertanggungjawaban Dana 
Desa. Sebagaimana dijelaskan pada tabel realisasi pelaksanaan APBDes di 
Desa Bana sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019 








Alokasi Dana Desa 1.700.502.9
00 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 






Penghasilan tetap dan 




Iuran jaminan sosial kepala 




Operasional pemerintah desa 53.403.462 53.403.46
2 
 
Tunjangan BPD 45.000.000 45.000.00
0 
 
Operasional BPD 1.550.000 1.500.000 50.000 
Insentif badan RW 28.500.000 28.500.00
0 
 
Sarana (asset) tetap desa 11.750.000 11.750.00
0 
 






Pelayanan adminstrasi dan 
kependudukan 











3.075.000 3.075.000  
Pengembangan sistem 
informasi desa 
3.075.000 3.075.000  
Penjaringan perangkat desa 3.080.000 3.080.000  
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
Pengadaan pos keamanan 7.200.0000 7.200.000
0 
 
Pembinaan keagamaan 27.600.000 27.600.00
0 
 
Keolahragaan 8.000.000 8.000.000  
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Penyelenggaraan 
PUD/TK/TPA 
58.200.000 58.200.000  
Dukungan penyelenggaraan 
PAUD 
4.000.000  4.000.000 
Penyelenggaran pos 
kesehatan 
5.400.000 5.400.000  
Penyelenggaraan Posyandu 9.000.000 9.000.000  
Penyelenggaran desa siaga 
kesehatan 
14.900.000 14.900.000  
Penyelenggaraan sarana 
posyandu 
10.700.000 10.700.000  









Pemeliharaan jalan usaha 
tani 
29.649.000 29.649.000  
Pemeliharaan prsaran jalan 
desa 
30.575.550 30.575.550  
Pembangunan sumber air 
bersih 
20.960.000 20.960.000  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Produksi tanaman pangan (alat 
produksi) 
11.000.000 11.000.000  
Pelatihan pertanian dan 
peternakan 





Pembangunan saluran irigasi 
tersier 
97.640.00 97.640.000  
Peningkatan kapasitas kepala 
desa 
4.500.000 4.500.000  
Pembentukan pendampingan 
kelompok usaha tani 
9.605.000 9.605.000  






Sumber: Data Desa Bana 2020 (diolah) 
 
Menguak bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa di Desa bana, 
sebagaimana juga di ungkap berdasarkan pernyataan Bapak Ishak, selaku kepala 
Desa: 
“Terkait akuntabilitas merupakan suatu kewajiban, karena uang yang 
dikelola uang Negara maka pengelolaannya dan pertanggungjawabannya 
harus berdasarkan dengan Regulasi, sebagaimana kami diawasi oleh 
lembaga yang bertugas melakukan audit yaitu inspektorat dan hasilnya 
sesuai, kemudian setiap bulan kami mengirim laporan keuangan ke BKU, 
per enam bulan mengirim laporan penggunaan dana ke Kabupaten dan 
akhir tahun setelah itu kami pajang spanduk Realisasi  APBDes untuk di 
akses  masyarakat.” 
Menyambung pernyatan kepala desa bana, sejalan dengan pernyataan 
informan berikutnya yaitu, pak Saleng selaku ketua BPD mengatakan: 
“Pengelolaan keuangan desa telah berjalan dengan sesuai aturan, sudah 
terbuka, sudah disiplin dan tertib anggran, partisipatif, dan 
dipertanggungjawabkan, intinya sudah sesuai peraturan. 
Bentuk pernyataan kepala Desa dan Ketua BPD memberikan jawaban 
mengenai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa harus benar-
benar sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Dalam 
Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban. Hal tersebut ditunjukan 





pihak pemeriksa seputar pengelolaan keuangan desa. Menunjukkan secara 
administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik. 
 
C. Pencapaian Good Village Governance  dalam Bingkai Muraqabah Islam 
1. Muraqabah Ketaatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 
Bana 
Ketaatan merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah 
Subhanahu wa ta‟ala dan bentuk kepatuhan terhadap perintah Rasulnya, 
dengan patuh pada perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Hal 
tersebut senada dengan pengertian islam itu sendiri, yaitu berserah diri 
kepada Allah Subhanahu wa ta‟ala, patuh dan tunduk kepada hukum-nya 
yang tertulis dalam Al-Qur-an dan Al-Hadits. Berikut diuraikan beberapa 
pemaknaan dalam Memahami, Merasakan dan mengamalkan Konsep 
Muraqabah Ketaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa: 
a. Kesadaran Trasendental Ilahi Robbi (Kesadaran hati) 
   Kesadaran ini merupakan tersentuhnya hati oleh kehadiran Allah 
Subhanahu wata‟ala, dalam hati sehingga dengan dorongan dan 
kesadaran hati itu sendiri tersadar untuk melakukan ibadah wajib 
maupun yang sunnah sebagai wujud penghambaan diri sejati kepada 
Ilahi. Tingkat kesadaran ini berada pada tahap ketaatan sejati terhadap 
Hukum Allah Subhanahu wata‟ala yang termuat dalam kitab suci Al-






ُُحَِّلُ َُنا َُعلَۡيًِ َها ُفَإِنا ْ ا َۡ لا ََ ُحَ َُۖفَإِن ُٱلراُسََل ْ َا ِظيُع
َ
َُوأ َ ُٱّللا ْ َا ِظيُع
َ
ُأ قُۡل
ُٱۡۡلََلَُٰغُ ُٱلراُسَِلُإَِلا َُوَناُلََعَ َْۚ َخُدوا ٍۡ َُت َهُ اُُحِّلُۡخۡمَُِۖإَونُحُِعيُع وََعلَۡيُكمُنا
  ٤٥ٱلُۡهتنُِيُ
Terjemahnya: 
“Katakanlah: Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta‟ala dan taatlah 
kepada rasul allah, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya 
kewajiban rasul itu adalah apa yangt dibebankan kepadanya, dan 
kewajiban kiamu sekalianadalah semata-mata apa yang dibebankan 




Firman Allah Subhanahu wata‟ala dalam kitab suci Al-qu‟ran 
seagai hukumnya untuk di taati. Sebagaimana juga didukung oleh 
pernyataan Pak Ishak, selaku Kepala Desa:  
“Jabatan saya adalah amanah Negara dan Allah Subhanahu 
wata‟ala yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, 
sebagaimana dalam islam bahwa amanah harus 
dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia melainkan juga di 
akhirat. 
Pernyataan kepala Desa Bana juga didukung oleh pernyataan informan 
berikutnya yaitu pak Fahri, selaku Imam Desa: 
 “Penerapan prinsip muraqabah pada Pengelolaan Keuangan Desa 
telah diterapkan dengan baik dengan melihat pencapaian 
pemerintah Desa bana dan Melihat latar belakang pendidikan 
Kepala Desa bana merupakan Cetakan Sarjana Islam, saya rasa 
belau memiliki pemahaman islam yang kuat.Mengenai penerapkan 
nilai ketaatan pada pengelolaan keuangan desa sebagai upaya 
membangun desa secara islami saya rasa sangat menunjang 
terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran.” 
  
Melihat makna ayat suci Al-qur‟an dan pernyataan kepala Desa 





awal yang paling utama dari segala kebaikan untuk melahirkan ketaatan 
terhadap hukum-hukum Allah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 
20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa yang harus dikelola 
berdasarkan asas-asas yang transparan dan bertanggungjawab. 
b. Makna Kerja Ikhlas 
Ikhlas dalam bekerja merupakan syarat diterimanya pekerjaan 
sebagai amal shaleh dan kerelaan hati menerima segala kehendak Allah 
Subhanahu wata‟ala. Ikhlas dalam bekerja, bukan seseorang yang tidak 
membutuhkan uang dalam kehidupannya. Namun menjadikan ibadah 
sebagai tujuan utama pekerjaannya. Bekerja ikhlas pada pengelolaan 
keuangan Desa sebagai bentuk implementasi ketaatan seorang hamba 
(Pengelola desa) terhadap ketentuan Allah Subhanahu wata‟ala. Allah 
Subhanahu wata‟ala memerintahkan hambanya untuk selalu ikhlas, 
Berikut perintah Allah Subhanahu wata‟ala dalam firmannya: 
يَن ُحنَفَآَء َويُقِيُموْا َوَمآ أُِمُروٓ  َ ُمۡخلِِصيَن لَهُ ٱلذِّ ْا إَِّلا لِيَۡعبُُذوْا ٱَّللا
َكٰوةََۚ َورَٰ  لَٰوةَ َويُۡؤتُوْا ٱلزا   ٤لَِك ِديُن ٱۡلقَيَِّمِت ٱلصا
 
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 
itulah agama yang lurus” (QS: Al-baiynah 98/5). 
 
Mkerja ikhlas dalam pengelolaan keuangan Desa telah 
diamanahkan oleh Allah Subhyanahu wata‟ala dalam firmannya, 





mengharap ridhonya. Didukung dengan pernyataan bapak, Yudarsa 
yasin selaku Sekretaris Desa Bana: 
“Sejauh ini kami telah bekerja dengan baik dan ikhlas dengan 
berdasarkan pada regulasi dan mengedepankan kepentingan 
masyarakat, saya rasa sudah menunjukkan nilai-nilai 
muraqabah sudah diterapakan”. 
Menjembatani pernyataan Sekretaris Desa tentang makna kerja 
ikhlas pada pengelola keuang desa di desa Bana juga didukung dengan 
pernyataan, Bapak Imam Desa: 
“Saya merasa prinsip muraqabah ini sudah diterapkan di desa 
ini, karena dengan adanya prinsip muraqabah pada pengeloaan 
keuangan desa pasti berjalan dengan baik dan bekerja dengan 
sebaik-baiknya dengan niat lillahi Ta‟ala.” 
  
Meramu pernyataan kedua informan tersebut menunjukkan 
betapa pentingnya pemahaman konsep Muraqabah pada setiap 
individu pengelola Desa, menghadirkan kesadaran akan bekerja 
dengan penuh ikhlas dan rasa syukur dan semata-mana karena Allah 
Subhanahu wata‟ala. Kemudian didukung dengan pernyataan Bapak 
Kepala Desa: 
“Pengelolaan Keuangan Desa adalah amanah yang harus 
dijalankan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dalam islam 
bahwa amanah harsus dipertanggungjawabkan bukan hanya di 
dunia melainkan juga di akhirat. 
 
 Upaya pemerintah  untuk menerapkan dengan baik prinsip-prinsip 
Good village governance, diawali dengan Aparatur Desa, BPD dan 
masyarakat yang Taat pada aturan dan regulasi dan Perintah Allah 
Subhanahu wa ta‟ala, melalui edukasi pemahaman muraqabah sebagai 





energi positif ini datangnya dari dalam diri sehingga menghasilkan output 
yang baik pada perilakunya. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan 
desa yang mengarahkan kepada tatanan good village governance akan 
mengarahkan pula kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 
proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja akan lebih baik (Agung 
et al., 2014).  
2. Muraqabah Kejujuran Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Bana 
  Kejujuran adalah tingkat kesadaran manusia yang hanya bisa 
diukur oleh manusia itu sendiri dan tuhannya, kejujuran pada tingkat 
Muraqabah adalah suatu kesadaran bahwa allah sesungguhnya melihat kita, 
namun kita tak bisa melihatnya, pada tingkat kejujuran ini manusia selalu 
merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita sebagai manusia lemah berusaha 
mengontrol gerak-gerik kita agar selalu terarah pada tunjukan Allah 
Subhanahu wa ta‟ala. Sebagaimana karena amalan ibadah kita selalu 
dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta‟ala. Berikut diuraikan beberapa 
pemaknaan dalam Memahami, Merasakan dan mengamalkan Konsep 
Muraqabah Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Desa: 
a. Makna Wira‟I (Bersikap hati-hati) 
 Wira‟i adalah bersikap dan berlaku hati-hati dalam 
melakukan seusuatu guna mengjauhkan diri dari kemurkaan Allah 
Subhanahu Wata‟ala. Pada pengelolaan keuangan desa memerlukan 





Pengelolaan keuang desa di Desa Bana dengan sikap Wira‟I ini telah 
diterapakan dengan baik. Diungkapkan oleh kepala desa Bana, 
bahwa:  
“saya menyediakan absen digital dengan tujuan mempertegas 
aparatur desa untuk bekerja dengan disiplin dan tepat waktu 
sebagai bentuk ketaatan kami pda aturan. Mengenai 
Muraqabah bukanmi terkait dengan laporan saja, tapi terkait 
dengan hati dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak”. 
 
Bapak imam Desa juga mendukung dan menyambungkan 
pernyataan kepala desa tentang ketaatan dalam pengelolaan 
keuangan Desa: 
“Melihat latar belakang pendidikan Kepala Desa bana 
merupakan Cetakan Sarjana Islam, saya rasa belau memiliki 
pemahaman islam yang kuat.Mengenai penerapkan nilai 
ketaatan pada pengelolaan keuangan desa sebagai upaya 
membangun desa secara islami saya rasa sangat menunjang 
terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran.” 
ُلَِغدُٖٖۖيَٰٓ  َنۡج ُقَدا ا ُنا َُنۡفٞس َُوۡۡلَيُظۡر َ ُٱّللا ْ َا ُق ُٱتا ْ َا َُءاَنُي ِيَو ُٱَّلا ا ٍَ يُّ
َ
أ
ةَِهاَُتۡعَهلََُنُ ُُۢ َُخترُِي َ ُٱّللا إِنا َُۚ َ َاُْٱّللا ُق  ١٨َوٱتا
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
Subhanahu wa ta‟ala dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta‟ala Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan (al-Qur‟an surah, al-
Hashr 59:18:)” 
 
`Memetik makna firman Allah Subhanahu wa ta‟ala dan 
refleksi dari temuan penelitian bahwa tentang ketakwaan dan 





kemudian. Menjembatani makna Al-qur‟an pada pengelolaan 
keuangan desa, bahwa nilai-nilai kejujuran menjadi suatu inovasi 
pembinaan karakter, perilaku dan membangun kesadaran rohani 
untuk melahirkan individu-individu penggerak Desa menjadi 
pribadi yang jujur dan taat pada ketentuan Regulasi Keuangan Desa 
dan Allah Subhanahu wa ta‟ala. 
b. Makna Raja (Bersikap optimis) 
  `Raja‟ merupakan salah satu sifat manusia yang terpuji dan 
sikap optimis dalam menghadapi kehidupaanya tanpa mengeluh 
terhadap apa yang telah di anugrahkan Allah Subhanahu wata‟ala 
kepadanya. Sikap Raja‟ pada setiap individu pengelola keuangan 
Desa adalah bagian dari Penerapan nilai-nilai kejujuran pada tata 
kelola keuangan desa di desa Bana. Penerapan nilai-nilai kejujuran 
pada aparatur Desa melalui pembinaan-pembinaan rohani, sehingga 
tetap konsisiten pada pendirian yang jujur. sebagaimana 
diungkapkan oleh Bapak Ishak selaku Kepala Desa: 
“Kami Menyelenggarakan pembinaan rohani dalam satu pekan, 
dengan mengundang majelis talim dari luar desa untuk 
mengingatkan kami pada jalan yang diridhai Allah Swt, dan kembali 
pada pribadi masing-masing jika kita selalu taat beribadah selalu ada 
kontrol yang mengingatkan kita setiap melangkah pada ketentuan 





Pernyataan kepala Desa kemudian dibenarkan dengan Hadits 
Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam tentang pengawasan Allah 
Subhanahu wa ta‟ala pada setiap niat, perilaku baik-buruknya suatu insan. 
                                                                       
                                                                  
Artinya: 
“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak 
pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya 
berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan 
memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila 
mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan 
hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. [HR. Bukhari 
dan Muslim]. 
Memaknai hadis Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam tentang 
perintah untuk tetap optimis dalam pendirian yang benar, sebagaimana 
berlaku jujur dalam menjalani aktifitas kehidupan adalh kewajiban untuk 
tetap taat pada perintah Allah Subhanahu wata‟ala. Pengeloa Desa yang taat 
dan jujur dimulai dari kesadaran hatinya bahwa Allah Subhanahu wata‟ala 
selalu mengawasi dan melihat segala perilaku baik dan buruknya. 
Sebagaimana didukung dengan pernyataan, Bapak Musliadi selaku Staf 
kantor Desa tentang pentingnya optimis dalam menjalankan perintah Allah 
Subhanahu wata‟ala: 
“Bicara soal Muraqabah, sangat baik untuk diterapkan dalam 
pengelolaan keuangan Desa karena dengan Muraqabah ini otomatis 
membuat kita selalu sadara dan berlaku jujur terhadap 
tanggungjawab kami selaku aparatur Desa. Sebagai mana kami 
memegang prinsip bahwa dalam menjalankankan kejujuran tak 





saya telah saya laksanakan dengan baik berdasarkan ketentuan 
peraturan” 
Menyambungkan pernyataan bapak Musli, didukung dengan 
pernyataan informan selanjutnya oleh Ibu Neneng, selaku kepala Dusun 
Paku yang menyatakan bahwa: 
“Jika diterapkannya nilai-nilai kejujuran dalam pengelolaan 
keuangan Desa pasti memberikan pengaruh positif untuk pengelola-
pengelola Desa, saya rasa nilai-nilai ini sangat baik untuk tetap 
berperilaku jujur dalam  menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 
dengan baik yaitu  berdasarkan peraturan” 
3. Muraqabah Ihsan (Kebaikan) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di 
Desa Bana 
1. Kesadaran Sosial (Moralitas) 
Kesadaran sosial atau bagian dari nilai  kebaikan dalam 
Muraqabah merupakan sifat manusia yang  berkualitas  sebagai wujud 
kepribadian yang utuh yang menampilkan ciri menjadi hamba Allah 
Subhanahu wa ta‟ala. Manusia sebagai makhluk istimewa dan pilihan 
yang diberikan anugrah oleh allah untuk membedakan perbuatan yang 
baik dan perbuatan buruk. Sebagaimana disakatakan oleh Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam: 
                                                                     






“Tanda orang munafik itu ada tiga, jika berkata dia berdusta, jika 
berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati.” [HR. 
Bukhari dan Muslim]. 
Memetik makna Hadits Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam 
tersebut diatas, Ketaatan merupakan suatu bentuk kewajiban dalam 
Islam. Membawa nilai ketaatan dalam proses pengelolaan keuangan 
Desa sebagai upaya membangun komponen-komponen pemerintah 
Desa, BPD dan Masyarakat kedalam pemahaman yang taat pada 
perintah Allah Subhanahu wa ta‟ala dengan menjauhi segala 
larangannya dan menjalankan perintahnya. 
Sebagai insan  yang memiliki tanggungjawab dalam 
klehidupannya, yang merupakan makhluk fungsional, selain itu 
bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa ta‟ala sang pencipta, 
diri sendiri, masyarakat lainnya dan alam raya ini. Berikut diuraikan 
beberapa pemaknaan dalam Memahami, Merasakan dan mengamalkan 
Konsep Muraqabah Kebaikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa 
sebagaimana pernyataan bapak Fahri Selaku Imam Desa: 
 “Penerapan prinsip muraqabah pada Pengelolaan Keuangan 
Desa telah diterapkan dengan baik dengan melihat pencapaian 
pemerintah Desa bana dan Melihat latar belakang pendidikan 
Kepala Desa bana merupakan Cetakan Sarjana Islam, saya rasa 
belau memiliki pemahaman islam yang kuat.Mengenai 
penerapkan nilai ketaatan pada pengelolaan keuangan desa 
sebagai upaya membangun desa secara islami saya rasa sangat 
menunjang terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang tepat 
sasaran.” 
 
Pernyataan Imam Desa kemudian dikokohkan oleh pernyataan 





“Jauh hari sebelumnya penerapan nilai-nilai Kebaikan dalam 
konsep muraqabah ini sudah kami terapkan, sebagaimana 
dalam visi misi kami mengedepankan nilai-nilai Islam. Kami 
berusaha menanamkan pemahaman nilai-nilai kebaikan pada 
setiap perangkat desa dengan mengedepankan pelayanan 
masyarakat dan bekerja bukan hanya mencari gaji semata 
melainkan amalan-amalan kebaikan pula, saya rasa merupakan 
bentuk kebaikan.” 
 
a. Tanggungjawab Sosial 
Tanggungjawab sosial adalah buah kebaikan terhadap sesama 
umat manusia. Penerapan nilai kebaikan dalam pengelolaan keuangan 
Desa Bana menjadi tuntutan bagi penggerak seperti: Pemerintah desa, 
BPD, dan masyarakat untuk bertanggungjawab pada tugas dan 
fungsinya sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 
Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa dan kewajiban dari 
Allah Subhanahu wa ta‟ala untuk menjalankan perintahnya dengan 
sebaik-baiknya. Sebagaiman Tanggungjawab manusia pada kebaikan 
digambarkan dalam Firman Allah Subhanahu wa ta‟ala dan Hadits 
Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam. 
َُوََلُ ُٱحۡلََراَم َر ٍۡ ُٱلشا َُوََل ِ ُٱّللا َُشَعَٰٓئَِر ْ َا ُُُتِلُّ ََُل ْ َا َُءاَنُي ِيَو ُٱَّلا ا ٍَ يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ُّنِوُ ُفَۡضٗلا ُيَبَۡخُغََن ُٱحۡلََراَم ُٱۡۡلَۡيَج َُءآّنِنَي َُوََلٓ ُٱلَۡقَلَٰٓئَِد َُوََل ۡدَي ٍَ ۡ ٱل
ُوَُ َْۚ ِإَوَذاَُخلَلُۡخۡمُفَٱۡصَعاُدوا َٰىااَُۚ ٍِۡمَُورِۡضَن ِ ّب ٍ َََُٔلََُيۡرَِنياُكۡمَُشَنُرا َۡ اُنُقَ
ُِ ُٱلِۡبّ ُلََعَ ْ َا َُوَتَعاَوىُ ْْۘ َُتۡعَخُدوا ن
َ
ُأ ُٱحۡلََراِم ُٱلَۡهۡسِجِد َُعِو وُكۡم َُصدُّ ن
َ
أ
ُ َ ُٱّللا ُإِنا َۖ َ ُٱّللا ْ َا ُق َُوٱتا َُوٱلُۡعۡدَوَِٰن  ذِۡم ُٱۡۡلِ
ُلََعَ ْ َا َُتَعاَوىُ َُوََل َۖ ىَٰ ََ َوٱۡلاۡق






“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syi´ar-syi´ar Allah Subhanahu wa ta‟ala, dan jangan 
melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 
karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 
mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta‟ala, 
sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta‟ala amat berat siksa-
Nya (QR, Al-maidah, 5:2)” 
 
 
                                                                         
س         ى    ه)           ) 
 
Artinya: 
 “Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan 
membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa 
ke dalam surga.” [HR. Bukhari dan Muslim] 
 
Memetik makna dari ayat Al-qur‟an dan Hadits tersebut diatas, 
sebagaimana manusia diminta untuk tidak menyalahi segala perintah 
Allah Subhanahu wa ta‟ala, kewajiban untuk tidak mengganggu 
makhluk Allah Subhanahu wa ta‟ala yang lainnya, dan memperhatikan 
kepentingan orang lain seperti tolong menolong dalam melakukan 
kebaikan sebagaima setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan 





tentang pentingnya tanggungjawab sosial dari bagian dari nilai-nilai 
kebaikan: 
“Pengelolaan keuang desa merupakan pekerjaan yang mulia 
karena kami bekerja untuk kepentingan masyarakat,. Kami 
memegang prinsip Jika melihat kesalahan maka rubahlah 
dengan dirimu sendiri yang pertama: Rubahlah dengan 
ucapanmu, yang Kedua: Rubahlah dengan Tanganmu.” 
 Penerapan nilai kebaikan pada pengelolaan keuangan desa 
merupakan tunjukan Allah Subhanahu wa ta‟ala untuk tetap taat dan 
patuh pada ketentuan-ketentuan (Regulasi), Al-quran dan hadits, 
segala aturan dan ketentuan kehidupan yang peruntukannya 
merupakan kebaikan berarti itu adalah hukum Allah Subhanahu wa 
ta‟ala yang kita jalankan. Sebagimana dikuatkan Oleh Sekretaris Desa 
yaitu bapak Yudarsa Yasin menyatakan bahwa: 
“Sejauh ini saya rasa nilai-nilai kebaikan sudah kami 
terapakan, sekalipun bahasanya beda tapi intinya sama yaitu 
mengenai tanggung jawab kami pada masyarakat dengan 
bekerja dengan taat kepada regulasi dan secara tidak langsung 
taat kepada Allah Subhanahu wata‟ala. Nilai kebaikan ini 
adalah sifat sejati manusia yang harus diamalakan kepada 
sesama manusia dalam hal ini masyarakat Desa.” 
 
Nilai kebaikan dalam konsep Muraqabah sebagai upaya 
pemahaman nilai-nilai kebaikan pada komponen-komponen pengelola 
keuangan desa untuk taat pada Regulasi Desa dengan menjadikan Al-
Quran dan Al-hadis sebagai guru kehidupan. Pencapaian good Village 
Governance Melalui cara islami mengawali dengan pembinaan 
ketakwaan kepada pemerintah desa dan komponen-komponennya 





antara pihak pemerintah dan masyarakat, memberikan edukasi 
keislaman pada masyarakat dengan menyedian sarana-sarana 
pengajian sehingga masyarakat dan pemerintah yang memiliki 
pemahaman islam yang kuat dapat berupaya mengontrol diri pribadi 
masing-masing individu untuk melatih niat agar tetap pada kebaikan 
melalui kesadaran selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta‟ala 
(Bermuraqabah). 
Buah dari melestarikan konsep muraqabah ini adalah lahirnya 
pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa ta‟ala senantiasa melihat dan 
mendengarnya, mengawasi semua amalnya setiap saat, setiap nafas dan setiap 
kejapan mata (Khailurrahman, 2013). Penulis melihat suatu alternatif sebagai 
upaya yang dapat menumbuhkan sifat Muraqabah disetiap individu penggerak 
Desa pada pengelolaaan keuanagan Desa di Desa Bana, sebagai upaya 
pencapaian Good Village Governance, digambarkan pada tabel berikut: 
Tabel 4.10 
Dinamika Penerapan Konsep Muraqabah Islam 
 pada Pengelola Keuangan Desa di Desa Bana 














 Ibadah yang rutin 
 Merenungi ciptaan 
Allah Subhanaditihu 
wa ta‟ala.  
 Menyadari akan 
pengawasan Ilahi 
dari hati, pikiran 
dan perilakunya.  
 Patuh pada prinsip 
pengelolaan 
keuangan desa 





















 Kontrol diri  





 Disiplin dalam 
bekerja 
 Kinerja menjadi 
semangat 















 Melatih kepekaan 
sosial  
 Melatih ketegasan 
dalam kebaikan 
 Bijak dalam 
mengambil 
keputusan 







 Bekerja secara 
profesional 
 Kinerja dengan 
penuh tanggung 
jawab 







Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan di Desa 
Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone pada tahun 2019, melihat kondisi 
pengelolaanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan keuangan desa berdasrkan prinsip Good Village 
Governance, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
2. Perencanaan program APBDesa di Desa Bana telah dilaksanakan 
dengan prinsip partisipatif, Prinsip transparansi yang dibukitikan 
dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti: BPD, Kepala 
Dusun, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat guna merundingkan 
perencanaan pembangunan bersama masyarakat di forum 
Musrembangdes (Musyawarah pembangunan desa) namun masih ada 
komponen yang belum dilibatkan dalam proses pemusyarah 
perencanaan pembangunan. 
3. Pelaksanaan dan penatausahaan Program APBDesa telah dilakukan 
dengan prinsip Transparansi, prinsip partisipatif, dan prinsip disiplin 
anggaran. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas hanya dilakukan 
sebatas pertanggungjawaban secara administrasi namun di lapangan 
belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan secara fisik. 
4. Bentuk Pertanggungjawaban, di desa Bana Kecamatan Bontocani telah 





dibuktikan dengan adanya keterbukaan informasi seputar pengelolaan 
dan hasil pelaporan pertanggungjawaban. Namun pemerintah desa 
sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk 
pertanggungjawaban SDM belum sepenuhnya terlaksana dengan baik 
sebagaimana dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan fungsi terkait 
wewenang dalam pelaksanaan pembangunan Desa. 
5. Pembinaan dan Pengawasan pada pengelolaan ADD, dalam hal ini BPD 
berfungsi mengawasi dan menjembatani aspirasi masyarat pada 
Pengelolaan Keuangan Desa, belum dilakukan sebagaimana mestinya 
yang dibuktikan dengan adanya kelalaian dan penyalahgunaan fungsi 
terkait tanggungjawabnya sebagai BPD yang terlibat menangani proyek 
pembangunan. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan diatas, Melihat ada beberapa keterbatasan, 
Maka untuk pencapaian sasaran yang maksimal dan tepat sasaran dalam 
Pencapaian Good Village Governance diperlukan beberapa pembenahan 
untuk kedepannya, Diantaranya sebagai berikut: 
1. Pembinaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan sarana efektif 
untuk keberhasilan program Good Village Governance. Oleh karena 
itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, tertib dan disiplin 
anggaran dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada 





menujang semangat dan motivasi masyarakat untuk bekerjasama 
membangun Desa. 
2. Pemerintah Desa seharusnya membangun kembali kepercayaan 
masyarakat melalui prinsip Responsif  terhadap usulan masyarakat 
agar usulannya direalisasikan atau memberikan alasan yang tepat 
sehingga masyarakat dapat menerima dengan baik. 
3. Bagi kepala desa, untuk tidak memegang kendali secara penuh 
mengenai pengelolaan keuangan Desa, dengan memberikan 
kepercayaan dan tanggungjawab penuh terhadap aparaturnya 
berdasarkan job desk masing-masing. 
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya,  menjalankan fungsi 
















Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal 
Keperawatan Indonesia, 12(2): 137-141. 
Ainiyah, Q. dan Kasriyah. 2017. Konsep Kesatuan Iman, Iptek dan Amal Menuju 
Terbentuknya Insan Kamil Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Jurnal 
Pendidikan Islam, 2(2): 77-114. 
Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and 
Human Decision Processes, 50: 179-211. 
Amiruddin, Muhammadiah dan R. Azikin. 2012. Transparansi Pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana 
Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Pemerintahan, 
11(1): 17-31. 
Amran, A. 2012. Konsep adil dan ihsan menurut akidah, ibadah, dan 
akhlak.Hikmah, 6(2):101-114. 
Andreanto, A. 2013. Aplikasi Teori Perilaku Terencana: Niat Melakukan Physical 
Exercise (Latihan Fisik) pada Remaja di Surabaya. Calyptra: Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(2): 1-12. 
Arifiyanto, D. F. dan T. Kurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 
2(3): 473-485. 
Astuti, P. T. dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa 
Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala 
Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1): 1-14. 
Azlina, N., dan I. Amelia. 2014. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian 
Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Jurnal 
Akuntansi Universitas Jember, 12(2): 32-42. 
Bolang, J. 2014. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jurnal ekonomi,  9(2): 36-45. 
Bugma. 2019. https://www.inews.id/daerah/sulsel/korupsi-dana-desa-rp531-juta-
oknum-kades-di-kabupaten-gowa-ditangkap 
Hariyati, E. 2015. Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. EJournal 





Husin, D. 2016. Fleksibilitas Anggaran Akuntabilitas Menggunakan Aliran 
Modifikasi di Perencanaan Desa Keuangan Akuntansi. Asia Pacific 
Penipuan Journal, 1(1): 19-35. 
Indrianasari, N. T. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). 
Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak, 1(2): 29-46. 
Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 
Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis, 3(1): 121-
137. 
Ismail, M., A. K. Widagdo, dan A.Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan 
Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis,19(2): 323-340. 
Istiqomah, S. 2015. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam 
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolahan Keuangan Desa. Kebijakan 
dan Manajemen Publik, 3(1): 1-17. 
Junaidi, 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. Jurnal Neo-
Bis, 9(1): 39-59. 
Justang Muhammad. 2019.https://makassar.tribunnews.com/2019/06/20/korupsi-
dana-desa-kades-mattirowalie-bone-divonis-1-tahun-penjara 
Kartina., A. Susanti, dan N. Aisyah. 2018. Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa 
dalam Pembangunan Desa Talaga kecamatan Dampelas Kabupaten 
Donggala. Publication 2018, 2(1): 81-89. 
Khanifah., M. C. Anam, dan E. B. Astuti. 2017. Pengaruh Attitude Toward 
Behaviour, Subjective Norm, dan Perceived behavioural pada Intention 
Whistleblowing. Jurnal Akses, 12(24): 147-158. 
Lestari, A. K. D., A. T. Atmadja, dan I. M. P. Adiputra. 2014. Membedah 
Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman 
Kubutambanan, Kecamatan Kubutambanan, Kabupaten Buleleng, 
Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non 
Pemerintahan). E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1): 1-
12. 
Mamulaty, I., I. Triyuono., A.D. Mulawarman. 2016. Fenomenologi Sumber daya 
Manusia Sebagai Aset Intelektual, Dalam Amal Usaha Muhammadiah. 






Maries, N. K., N. T. Herawati, dan N. K. Sinarwati. 2017. Menelaah Transparansi 
dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full 
Day Mardlatilah Singaraja. E-journal SI Ak,  7(1): 1-11. 
Mushlihin, 2013. “Mengetahui Paradigma dalam Penelitian” http://www.muslihin. 
Com/2013/11/penelitian/mengetahui-paradigma dalam-penelitian.php (08 
Juni2016). Othman, R. and Azlan, Md, T., 
Nafidah, L. N. dan M. Suryanityas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1): 
213-239. 
Nawawi, N.H.M.N. 2011. Pengajaran Dan Pembelajaran; Penelitian Semula 
Konsep-Konsep Asas Menurut Perspektif Gagasan Islamisasi Ilmu 
Moden. Kongres Pengajaran dan Pembelajaran:1-15. 
Nubatonis, S. E., S. Rusmiwari, dan S. Suwasono. 2014. Implementasi Prinsip-
Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi 
Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1): 16-20. 
Putra, H. S. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good 
Governace di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Jurnal Politik Muda, 
6(2): 110-119. 
Putra, P. E. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. JOM FISI, 5(1): 1-
14. 
Ramli, M. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus 
Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(1): 
19-30. 
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. 
Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Jakarta. 
Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. 
Riyanto, T. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu 






Romero, A. F. T. 2016. Local Government Transparency. Interntional Journal of 
Public Sector Management, 29(4): 1-23.  
Rustiarini, N. W. 2016. Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. 
Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung, 1-18. 
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-
21. Bandung: Alfabeta 
Umami, R. dan I. Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas 
terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 
6(11): 74-80. 
Wardani.M. K. Dan A. Shofwan. 2018. Analisis Penerapan Good Corporate  
Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo 
Karanganyar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 11(22): 108-127. 
Wikamorys D. A. dan T. N. Rochmach. 2017. Aplikasi Thery of Planned 
Behaviour dalam Membangkitkan Niat Pasien untuk Melakukan 
Operasi Katarak. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 5(1): 32-
40. 
Wiratna, Sujarweni,”Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa”, 
(Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hal. 1. 
Yasir, A.R. 2014. Implementasi Konsep Muahadah Mujahadah, Muraqabah, 
Muhasabah Dan Mu‟aqabah Dalam Layanan Customer. Jurnal Ekonomi 
dan Bisnis Islam,8(2): 123-134. 
Yuliansyah dan Munandar. 2017. Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan 
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 113 di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. 
Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 5(2): 181-192. 
Yulita, R. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Penggunaaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. 
Jurnal JOM FISIP, 3(2): 1-13. 
Zeyn, E. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai 


















 Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
wawancara mendalam. Peneliti menggunakan metode ini karena sesuai dengan 
kebutuhan penelitian di lapangan, untuk menggali data secara langsung, spesifik, 
detail dan mendalam dari keseluruhan informasi yang diperoleh dari informan. 
Namun untuk mengetahui gambaran secara umum terkait pertanayaan utama 
mengenai isu penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
A. Pertanyaan pendahuluan seputar identitas informan, seperti; nama, 
pangkat/jabatan, status kepegawaian, usia, dan lama bekerja. 
B. Pertanyaan terkait isu penelitian: 
1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan desa yang bapak 
pimpin? 
2. Bagaimana gambaran terkait dengan proses pengelolaan keuangan desa 
yang telah dilaksanakan? 
3. Dalam tata kelola keuangan desa diharuskan menerapkan prinsip 
“akuntabilitas”. Bagaimana prinsip akuntabilitas itu diterapkan? 
4. Dalam tata kelola keuangan desa diharuskan menerapkan prinsip 
“transparansi”. Bagaimana prinsip transparansi itu diterapkan? 
5. Dalam tata kelola keuangan desa diharuskan menerapkan prinsip 
“partisipatif”. Bagaimana prinsip partisipatif itu diterapkan? 
6. Sejauh mana keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan 
desa ditinjau dari prinsip partisipatif? 
7. Dalam tata kelola keuangan desa diharuskan menerapkan prinsip “tertib 
dan disiplin anggaran”. Bagaimana prinsip tersebut diterapkan? 
8. Dalam menerapkan prinsip tertib dan disiplin anggaran, adakah kendala 
atau hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaannya? 





10. Dalam perspektif konsep muraqabah terkandung nilai-nilai seperti 
kejujuran, kebaikan, dan ketaatan. Bagaimana nilai-nilai luhur seperti itu 
diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa? 
11. Menurut bapak bagaimana jika nilai-nilai konsep muraqabah ini 
diintegrasikan dengan tata kelola keuangan desa? 
12. Menurut bapak kira-kira sejauh mana efektivitas dari nilai-nilai muraqabah 
ini menunjang proses tata kelola keuangan desa? 
13. Bagaimana dampak bagi masyarakat dengan adanya tata kelola keuangan 





















Foto 1: Wawancara dengan Kepala Desa Bana 
 






Foto 3: Wawancara Dengan Ketua BPD 
 






Foto 5: Wawancara dengan Bendahara Desa Bana 
 






Foto 7: Wawancara dengan Sekretaris Desa Bana 
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